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 RESUME 

  HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

PADA IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI  

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (LA merangkap Auditor Produksi); 

2. Ir Harijadi  (Auditor bid. Prasyarat); 

3. Ir Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi); 

4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial); dan 

5. Ir Suhardi (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Aditya Kirana Mandiri 
b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan  

No. 862/Kpts-VI/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 
c. Luas : ± 42.700 Hektar 
d. Alamat Lokasi  : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 
e. Alamat Kantor : Jl. Purworejo No. 24 Menteng – Jakarta Pusat 
f. Email : sudarmantoyusuf@yahoo.com  
g. Susunan Pengurus : 1. Erwan Soekardja (Komisaris Utama) 

2. Djohansyah Ramlie (Direktur Utama) 

3. Ir. H. Yusuf Sudarmanto, MM (Direktur) 

h. Management Representatif : Rudiansyah, S.Hut 
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4. RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

19 Juli 2017 

 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. M. Zein jabatan KASI PEPHP. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

Konsultasi Publik Kantor PT AKM  

Tanjung Redeb, 

20 Juli 2017 

 

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 
Juli 2017 bertempat di Kantor PT AKM di 
Tanjung Redeb. 
Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar 
Hadir. 

Pertemuan Pembukaan Kantor PT AKM  

Tanjung Redeb, 

20 Juli 2017 

 

Tim Audit menyampaikan penjelasan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pengenalan Nama dan Ruang Lingkup 

Audit Tim Auditor.  

b. Sasaran dan ruang lingkup kegiatan 

audit termasuk penjelasan tentang 

tahapan dan kegiatan, metodologi dan 

standar acuan audit yang digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data dan dokumen auditee 

yang diperoleh selama melakukan audit. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

e. Menandatangani BA Pertemuan 

Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Base Camp Km 82 
Long Keluh, Blok 
RKTUPHHK-HA 

Tahun 2017, 2016, 
2015, 2014, 2013 

dan 2012, 

TPn dan TPK Hutan 
dan TPK Antara 

21 – 24 Juli 2017 

a. Melakukan verifikasi data dan dokumen 
persyaratan standar PHPL dan 
pemeriksaan bukti implementasinya di 
lapangan. 

b. Melakukan evaluasi atas data, dokumen 
dan hasil pemeriksaan lapangan 
berdasarkan norma penilaian sesuai 
Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL 
No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 
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Pertemuan Penutupan Kantor PT AKM  

Tanjung Redeb, 

25 Juli 2017 

 

Tim Audit menyampaikan dan 
mengkonfirmasikan persetujuan terhadap 
hasil audit yang meliputi :  
a. Kesimpulan audit 
b. Laporan Ketidaksesuaian dan jangka 

waktu pemenuhannya  
 
Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita 
Acara. 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

Samarinda, 

26 Juli 2017 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. M. Zein jabatan KASI PEPHP. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

Pengambilan Keputusan Samarinda, 

14 – 15  

Agustus 2017 

a. IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri 
dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL 
dengan predikat SEDANG berdasarkan 
standar acuan penilaian sesuai dengan 
Lampiran 1.1. dan 2.1. Peraturan Direktur 
Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 
2016. 
 

b. Kepada  PT Aditya Kirana Mandiri 

diterbitkan S-PHPL untuk masa berlaku 

selama 5 (lima) tahun dan kewajiban 

Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali. 
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1. HASIL VERIFIKASI/PENILAIAN 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas (PP, 

SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 

TBT) 

 

CD BAIK 

 

PT. AKM telah memiliki dokumen legal lengkap 

(Akte/SIUP/TDP/NPWP/SK. IUPHHK, RKUPHHK/ 

RKL-RPL/RKTUPHHK) dan tersedia di lapangan 

(Kantor Tanjung Redeb Kabupaten Berau), 

meliputi : 

1. Laporan TBT No.509/1991 (Persekutuan 

dng PT. Aquila Sylva / Eks. PT. Bina Segah 

Utama); 

2. Laporan TBT No.96/IV-LAP Tahun 1993 

(Batas dng Hutan Lindung Gn. 

Gugungang); 

3. Berita Acara Tata Batas Hutan Lindung 

Gong Kemul tanggal 30 Nopember 1998; 

4. Laporan TBT No.1505/2010 (Persekutuan 

dng PT. Mardhika Insan Persada); 

Dokumen legal PT. AKM meliputi : 

1. Akte Pendirian Perusahaan No. 18 tanggal 

12 Februari 1999; 

2. Akte Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 21 

April 2016; 

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 

503/00111/17-01/PB/BPPTSP-C/VIII/2013; 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 

01.893.827.4-727.000; 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 

17.01.1.05.01553; 

6. SK. IUPHHK-HA Nomor : 862/Kpts-II/1999 

tanggal 12 Oktober 1999; 

7. SK. RKUPHHK-HA Berbasisi IHMB Periode 

2011 – 2020 No : SK.20/VI-BUHA/2012 

tanggal 10 Februari 2012; 

8. SK. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode 2012-2021 No : SK.4146/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tanggal 31 

Agsurtus 2016; 

9. Surat Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 

103/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 4 Agustus 

1999 tentang PT. AKM tidak diwajibkan 

menyusun dokumen AMDAL dan cukup 

menyusun RKL dan RPL, sehubungan areal 

IUPHHK-HA PT. AKM adalah areal Eks.  
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT. Alas Helau yang sudah memiliki 

AMDAL; 

10. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada      

Hutan Alam (UPHHK-HA) PT. Aditya Kirana 

Mandiri Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur, yang disetujui  KOMISI 

AMDAL PUSAT Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan Nomor : 1764/Menhutbun-

II/99 tanggal 14 Oktober 1999; 

11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 

(RPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Pada     Hutan Alam (UPHHK-HA) PT. 

Aditya Kirana Mandiri Kabupaten Berau 

Provinsi Kalimantan Timur, yang disetujui  

KOMISI AMDAL PUSAT Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 

1764/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 

1999; 

12. SK. RKT 2012  PT. AKM disahkan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 522.110.1/29/Kpts/RKT/DK-

III/2012 tanggal 21 September 2012 

berlaku s/d 18 September 2013; 

13. SK. RKT 2015 PT. AKM disahkan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 522.110.1/19/Kpts/RKT/DK-

III/2015 tanggal 19 Mei 2015 berlaku s/d 

31 Desember 2015; 

14. SK. RKT 2017 PT. AKM disahkan Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 522.110.1/432/Kpts/RKT/DK-

II/2017 tanggal 15 Mei 2017 berlaku s/d 31 

Desember 2017 

Dokumen tata batas (TBT) yang tersedia 

meliputi : 

1. Pernyataan No. 04/PB/2002 tanggal 22 

April 2002 tentang Pedoman TBT Sendiri 

dan Persekutuan Antara PT. Mardhika 

Insan Mulia; PT. Inhutani I; PT. Aditya 

Kirana Mandiri; PT. Wana Bhakti Persada 

Utama; PT. Karya Lestari dan PT. Narkata 

Rimba; 

2. Intruksi Kerja Batas Areal Kerja PT. 

Mardhika Insan Mulia Nomor : 

14/ITK/BPKH.IV-2/2009 tanggal 08 Juni 

2009; 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. Berita Acara Penetapan Titik Ikat X dan 

Titik Ikat 10 Sebagai Titik Awal Pengukuran 

dan Penataan Batas Sendiri dan 

Persekutuan Areal kerja IUPHHK-HA PT. 

Mardhika Insan Mulia, PT. Karya Lestari, 

PT. Wana Bhakti Persada Utama, dan PT. 

Aditya Kirana Mandiri (Trayek Batas 10-9-

…-2-1-C-B; 10-11-D-E-F-G-H-I-J) Di Kabu-

paten Berau Provinsi Kalimantan Timur; 

4. Berita Acara Penetapan Titik Ikat B Sebagai 

Titik Akhir Pengukuran dan Penataan Batas 

Sendiri dan Persekutuan Areal kerja 

IUPHHK-HA PT. Mardhika Insan Mulia 

(Trayek Batas 10-9-…..-2-1-C-B) Di 

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 

Timur; 

5. Berita Acara Penetapan Titik Ikat J Sebagai 

Titik Akhir Pengukuran dan Penataan Batas 

Persekutuan Areal kerja IUPHHK-HA PT. 

Mardhika Insan Mulia, PT. Karya Lestari, 

PT. Wana Bhakti Persada Utama, dan PT. 

Aditya Kirana Mandiri (Trayek Batas 10-11-

D-E-F-G-H-I-J) Di Kabupaten Berau Provinsi 

Kalimantan Timur; 

6. Laporan TBT No. 1241/1997 (Persekutuan 

dng PT. Inhutani I); 

7. Laporan TBT No.2473/2009 (Persekutuan 

dng PT. Amindo Wana Persada); 

8. Laporan TBT No.1518/2010 (Persekutuan 

dng PT. Wana Bhakti Persada Utama); 

9. Laporan MoNev tentang Pemeliharaan 

Batas IUPHHK-HA PT. AKM Yang 

Berbatasan dengan PT. WBPU Tahun 2016; 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D BAIK Areal IUPHHK PT AKM telah selesai tata batas 

temu gelang (100%) dengan total panjang 

batas areal IUPHHK-HA sepanjang 162,32 KM. 

Hasil observasi di lapangan ditemukan pal batas 

areal kerja sesuai dengan Peta Areal PT. AKM 

sebagai berikut : 

1. Batas persekutuan dengan PT.Inhutani I 

berupa plang dan pal pada koordinat : 

 .                  .                

2. Batas persekutuan dengan PT. Wana 

Bhakti Persada Utama berupa plang dan 

pal pada koordinat : 

 .                .               
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD BAIK 

 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tata batas 

dan wawancara dengan pengurus Desa sekitar 

areal kerja PT. AKM ( Desa Long Keluh dan 

Long Pelay) maka diketahui selama 5 (lima) 

tahun terakhir (2012 s/d 2017) tidak terdapat 

konflik batas atau lahan dengan masyarakat 

desa setempat maupun dengan pihak 

perusahaan lain yang areal kerjanya berbatasan 

dengan PT. AKM (batas persekutuan). Hal ini 

juga dikuatkan dengan Laporan Penanganan 

Konflik PT. AKM Semester I dan II (sejak tahun 

2012 s/d 2017) yang dibuat oleh Kepala Cabang 

(Rudiansyah, S.Hut) ditujukan kepada Kepala 

KPHP Berau Barat yang melaporkan bahwa 

konflik perusahan dengan masyarakat setempat 

adalah NIHIL. 

Kampung-kampung yang dimakdsud pada 

laporan penanganan konflik PT. AKM tersebut 

yaitu : Long Keluh, Long Duhung, Long Lamcin 

dan Long Beliu. 

Selain itu juga diperoleh informasi dari pengurus 

Desa setempat yang hadir pada acara 

konsultasi publik tanggal 20 Juli 2017 bahwa 

wilayah desa mereka sudah ter-peta kan 

didalam areal kerja PT. AKM sehingga batas-

batas tersebut mempermudah masyarakat 

melakukan pengawasan terhadap blok RKT 

yang dikerjakan oleh perusahaan kayu yang 

berada di  DAS Kelay yang terdiri dari PT. AKM, 

PT. WBPU, PT. Amindo Wana Persada. Dan PT. 

Mardhika Insan Mulia. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadiNot Aplicable. 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen kondisi 

penutupan lahan yang diperoleh dari Peta 

Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 100.000 Tahun 

2015 dan Tahun 2017 (terakhir), maka 

diketahui pada areal PT. AKM terdapat 

perubahan fungsi kawasan dari HPT menjadi 

APL seluas ± 4.750 Ha sehingga menjadi alasan 

PT. AKM telah melakukan perubahan 

perencanaan (Revisi RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2012-2021) yang telah disahkan 

oleh Kementerian LHK Nomor : 

SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 

tanggal 31 Agustus 2016. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan diluar 

sektor  kehutanan (Apabila 

tidak ada penggunaan kawasan 

diluar sektor Kehutanan maka 

verifier ini menjadiNot 

Aplicable). 

CD N/A Selama periode izin IUPHHK-HA tidak terdapat 

penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan 

berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh 

Kementerian LHK dan/ atau Pemerintah Daerah 

Kesimpulan Indikator 1.1.   15/15 = 100 (BAIK) 

2. Indikator No. 1.2  : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

D BAIK  

 

Dokumen Visi dan Misi PT. AKM tersedia, legal 

ditetapkan sesuai SK. Direktur PT. AKM Nomor : 

010/AKM-Ia/02.12 tanggal 15 Februari 2012 (Ir. 

H. Yusuf Sudarmanto, MM) dan sesuai dengan 

kerangka PHPL yang meliputi aspek produksi, 

aspek sosial dan aspek ekologi. 

Visi dan Misi PT. AKM sebagai berikut : 

VISI : 

“Terwujudnya Pengelolaan Hutan Alam Produksi 

Berdasarkan Atas Kelestarian Hutan dan 

Keseimbangan Ekosistem Yang Menjamin 

Pemberdayaan Masyarakat, Terselenggaranya 

Distribusi Manfaat Hutan Secara Efisien, Adil 

dan Merata, Serta Tahan Terhadap Perubahan 

Eksternal, Terpadu, Transparan dan Dapat 

Dipertanggungjawabkan Serta Terwujudnya 

Kelestarian Fungsi Hutan Sebagai Sistem 

Penyangga Kehidupan, Memperkuat Ekonomi 

Rakyat dan Mendukung Pertumbuhan Wilayah”. 

MISI : 

1. Terwujudnya Pengelolaan Hutan Produksi 

yang Efektif, Efisien dan Dijamin dengan 

Kepastian Hukum Terhadap Status dan 

Keberadaan Kawasan Hutan; 

2. Meningkatkan Prakarsa, Pemberdayaan 

dan Partisipasi Masyarakat Setempat; 

3. Meningkatkan Upaya Konservasi 

Sumberdaya Alam Secara Terencana untuk 

Melestarikan Keanekaragaman Hayati; 

4. Memacu Pembangunan Wilayah dan 

Dukungan Terhadap Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah; 

5. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan, 

Kesempatan Usaha, Pendapatan 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 9 dari 62 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Masyarakat, Pendapatan Daerah, dan 

Penerimaan Negara; 

6. Melaksanakan Pengusahaan Hutan Sesuai 

Dengan Ketentuan Yang Berlaku dan 

Berupaya Memperoleh Sertifikasi PHPL 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen Visi dan Misi 

Perusahaan PT. AKM maka diketahui bahwa 

manajemen PT. AKM telah melakukan 

sosilaisasi Visi dan Misi kepada karyawan dan 

masyarakat sekitar areal kerja yaitu Kampung 

Long Keluh, Long Pelay dan Long Duhung 

sesuai Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi 

Perusahaan PT. AKM (tercantum nama pihak-

pihak yang hadir).  

Namun pada saat observasi lapangan telah 

ditemukan di Base Camp KM 82 terpampang 

tulisan Visi dan Misi PT. AKM yang berbeda 

dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh 

Direktur PT. AKM pada tahun 2012, dan setelah 

dikonfirmasi kepada auditee (Supandi, S,HUT) 

bahwa Visi dan Misi tersebut dipasang pihak 

kontraktor tanpa sepengetahuan pihak PT. 

AKM. Sehingga soisalisasi Visi dan Misi juga 

dilakukan terhadap pihak kontraktor (pimpinan 

lapangan dan karyawannya) yang sangat 

berpengaruh dalam menjalankan kegiatan 

pengelolaan hutan alam. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen 5 (lima) tahun 

terakhir dan implementasi di lapangan dari 

kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial 

yang menjadi indikator penilaian kesesuaian Visi 

dan Misi PT. AKM, maka diketahui kegiatan PT. 

AKM dalam pengelolaan hutan alam sejak 

RKTUPHHK-HA Tahun 2012 s/d Tahun 2017 

hanya sebagian yang sesuai dengan Visi dan 

Misi PHL. 

Bidang kegiatan yang belum sesuai dengan Visi 

dan Misi PT. AKM yaitu : 

1. Penataan Batas Areal Kerja PT. AKM sudah 

Temu Gelang namun Kepastian kawasan 

PT. AKM belum belum mendapat SK. 

Pengukuhan Areal Kerja dari Kementerian 

LHK; 

2. Hasil identifikasi perladangan masyarakat 

sekitar areal kerja belum dibuat dan belum 

dilaporkan kepada instansi yang terkait 

/berwenang; 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. Realisasi jumlah Ganis PHPL masih belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Realisasi produksi selama 5 (lima) tahun 

terakhir tidak tercapai target yaitu hanya 

39,51 % dari jumlah target RKT Tahun 

2012, 2015 dan 2017 yang ditetapkan / 

disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 

provinsi Kalimantan Timur; 

5. Kinerja tenaga pelaksana Sistim Informasi 

Manejemen (SIM) belum efektif guna 

menunjang kegiatan pengelolaan hutan 

produksi lestari (PHPL) seperti perangkat 

software SIPUHH dan operatornya berada 

di Kantor Berau (Tajung Redeb); 

6. Realisasi TPTI di bidang Pembinaan Hutan 

di lapangan tidak sebanding dengan  data 

realisasi pada laporan yang mencapai 100 

%, karena tidak ditemukan tanda-tanga 

atau bekas kegiatan Pembinaan Hutan 

seperti penanaman kiri kanan jalan, 

penanaman tanah kosong, penanaman 

pengayaan dan pemelihaaran. Selain itu 

persemaian yang ada di Base Camp KM 82 

bibitnya banyak yang tidak terawatt atau 

kering.  

Kesimpulan Indikator 1.2.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan 

pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan 

Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (Sarjana 

Kehutanan dan Tenaga Teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

CD BURUK 

 

Keberadaan GANISPHPL di PT. AKM belum 

memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No: 

P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu jumlah  GANIS 

PHPL yang harus dimiliki oleh PT. AKM dengan 

luas 25.000 Ha - 50.000 Ha  minimal 9 orang 

Ganis PHPL. 

Ganis PHPL yang sudah dimiliki PT. AKM 

sebanyak 4 orang terdiri dari : 
- Ganis CANHUT : 1 Orang; 

- Ganis NENHUT : 1 Orang; 

- Ganis BINHUT  : 0 Orang; 

- Ganis KURPET  : 0 Orang; 

- Ganis PKB-R     : 2 Orang 
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Ganis PHPL yang belum dimiliki PT. AKM 

sebanyak 5 orang terdiri dari : 
- Ganis CANHUT : 1 Orang; 

- Ganis NENHUT : 1 Orang; 

- Ganis BINHUT  : 2 Orang; 

- Ganis KURPET  : 1 Orang; 

Sehingga keberadaan Ganis PHPL di lapangan 

hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan 

pengelolaan hutan. 

Sehingga keberadaan tenaga profesional bidang 

kehutanan di lapangan tersedia pada setiap 

bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D SEDANG 

 

Berdasarkan data realisasi Pendidikan dan 

Latihan PT. AKM dari tahun 2012 s/d 2016, 

maka diketahui realisasi peningkatan 

kompetensi SDM sebesar 78,82 % atau realisasi 

peningkatan kompetensi SDM > 70 % dari 

rencana sesuai dengan kebutuhan. 

Namun persentase realisasi tersebut tidak 

berdampak positif terhadap keberadaan Ganis 

PHPL yang baru ter-realisasi 4 orang (44,44 % 

dari 9 orang Ganis PHPL yang harus dimiliki 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku) 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen 

ketenagakerjaan di PT. AKM Base Camp KM 82 

maka diketahui bahwa dokumen yang dimiliki 

oleh Bagian Personalia tidak tersedia, dan 

sesuai dengan penjelasan auditee (Rudiansyah, 

S.Hut) bahwa semua dokumen ketenagakerjaan  

berada di Kantor Tanjung Redeb pada Bagian 

Personalia. (Harry Soedargo,SE); 

Kemudian dokumen yang tersedia di Kantor 

Berau (Tanjung Redeb) tidak lengkap. 

Sehingga peranan Kabag. Personalia di 

lapangan tidak dirasakan langsung oleh 

karyawan karena semua pekerjaan di lapangan 

ditangani oleh Camp Manager (Rudi Manili) 

Kesimpulan Indikator 1.3.   9/15 = 60,00% (SEDANG) 
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4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 

Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

D SEDANG 

 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen SO PT. AKM 

dan job description jabatan yang di dalam SO, 

maka diketahui bahwa SO PT. AKM secara legal 

telah ditetapkan oleh Direktur dan selama 5 

(lima) tahun terakhir terdapat 2 (dua)  SK. 

Direktur tentang Struktur Organisasi (SO) tahun 

2012 dan SO tahun 2016. 

Pada SO tahun 2016 tercantum nama nama 

orang yang memiliki jabatan Direktur Utama, 

Direktur, Kepala Cabang, Camp Manager dan 

Kepala Bagian, dimana jabatan Kepala Bagian 

dibawah Camp Manager (Rudi Manili) ada 7 

(tujuh) Kabag yaitu : 

1. Kabag Logging (Tamrin); 

2. Kabag Pembinaan (Dodi Darmaji); 

3. Plt. Kabag. Perencanaan Hutan (Supandi); 

4. Kabag Bina Desa (Pai); 

5. Kabag Lingkungan (Teguh Santosa); 

6. Kabag Personalia (Harry Soedargo); 

7. Kabag Keauangan (Rony Tjong) 

Jabatan dibawah Kabag, seperti Kasi tidak ada, 

sehingga pekerjaan Kabag harus berjalan tanpa 

pembantu dibawahnya untuk melaksanakan 

jenis kegiatan pengelolaan hutan yang cukup 

banyak. 

Job Description atau uraian tugas, wewenang 

dan tanggung jawab dari masing-masing 

jabatan dalam SO PT. AKM belum memenuhi 

standar job description yang memisahkan 

uraian dari tugas, wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing jabatan, 

sehingga lebih jelas dan tegas untuk dapat 

dilakukan penilaian (evaluasi) terhadap orang 

yang menjabatnya. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan 

wawancara dengan auditee, sebagian besar 

personil /karyawan yang menjabat di Struktur 

Organisasi PT. AKM setingkat Kabag 

berkedudukan di Kantor Perwakilan Tanjung 

Redeb, Berau. Sehingga kinerja perusahaan 

dalam menunjang operasional di lapangan 

belum berjalan sebagaimana mestinya (sesuai 

kerangka PHPL).   
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) di Base Camp KM 

82, maka diketahui bahwa PT. AKM memiliki 

daftar inventarisasi peralatan SIM, namun 

keberadaan peralatan SIM tersebut sebagian 

besar berada di Kantor Perwakilan Tanjung 

Redeb, seperti Modem Internet untuk 

menunjang operasional SI-PUHH di lapangan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT.AKM 

memiliki perangkat SIM yang memadai namun 

belum tersedia tenaga pelaksananya 

(koordinator SIM) yang ditetapkan oleh Direktur 

agar perangkat SIM secara operasional dapat 

berjalan dengan baik dan efektif. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

auditor dan efektifitasnya 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait 

keberadaan organisasi atau Tim  SPI dan 

peranannya selama 5 (lima) tahun terakhir, 

maka diketahui bahwa keberadaan organisasi 

SPI atau internal auditor di PT. AKM telah 

ditetapkan oleh Direktur PT. AKM pada tahun 

2012, namun peranan / kinerja SPI selama 5 

(lima) tahun terakhir belum berjalan 

sebagaimana mestinya untuk mengontrol 

seluruh tahapan kegiatan. Karena dokumen SPI 

yang ditemukan hanya tahun 2016, sedang 

berlakunya SPI sejak SK. Direktur pada bulan 

Februari 2012.  

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

D BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen SPI tentang 

Laporan SPI dan Tindak lanjut Hasil 

Pengawasan SPI maka diketahui bahwa selama 

5 (lima) tahun terakhir terdapat keterlaksanaan 

sebagian tindak koreksi dan pencegahan 

manajemen berbasis hasil monitoring dan 

eavaluasi.  

Dasar sebagian tindak koreksi tersebut yaitu 

Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh SPI 

PT. AKM pada tanggal 10 Maret 2016 dan atas 

laporan tersebut langsung Direktur PT. AKM 

membuat surat kepada Kepala Cabang PT. AKM 

di Tanjung Redeb perihal Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan SPI tertanggal 26 Maret 2016. 

Sehingga jelas diketahui bahwa selama 5 (lima) 

tahun terakhir Tim SPI PT. AKM baru 

melakukan pengawasan pada tahun 2016. 

Kesimpulan Indikator 1.4.   18/24 = 75,00% (SEDANG) 
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5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 

(PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait 

persetujuan rencana penebangan dari 

masyarakat setempat maka diketahui bahwa 

selama 5 (lima) tahun terakhir RKT PT. AKM 

yang berjalan sesuai dengan dokumen yang 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur yaitu RKT Tahun 2012, RKT 

Tahun 2015 dan RKT Tahun 2017. 

Sesuai hasil kunjungan ke desa Lang Keluh dan 

Long Pelay untuk wawancara dengan pengurus 

desa (Sekdes Long Keluh : Pak Marten dan 

Ketua Adat Long Pelay : Pak Singmud) maka 

diketahui bahwa kegiatan penebangan kayu 

PT.AKM di Blok RKT telah dilakukan sosialisasi 

kepada masyarakat setempat sekaligus 

penetapan kawasan lindung yang berada di 

Blok RKT yang akan dikerjakan seperti lokasi 

mata air, sempadan sungai, tempat minum 

babi, hutan rotan dan pohon-pohon madu.  

Dan wilayah Desa dari masyarakat setempat 

yang berada di dalam areal PT. AKM sudah ter-

petakan sejak tahun 2012 sehingga hak-hak 

masyarakat adat dari Desa setempat yang 

terkena dampak mempermudah pemahaman 

dan keterlibatan masyarakat atas kegiatan 

penebangan yang akan dilakukan pada Blok 

RKT PT. AKM. 

 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

D BAIK 

 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen tata batas PT. 

AKM maka diketahui bahwa terdapat para pihak 

yang terlibat dalam proses tata batas areal PT. 

AKM yang sudah TEMU GELANG 

Para pihak yang terlibat dalam proses tata 

batas di areal kerja PT. AKM dapat 

diklasifikasikan yaitu : 

1. Pihak Pemerintah terdiri dari : 

a. Pemerintahan Pusat Cq. Kementerian 

Kehutanan (LHK); 

b. Pemerintahan Daerah (Cq. Dinas 

Kehutanan Provinsi); 

c. Pemerintahan Kabupaten (Cq. Dinas 

Kehutanan Kabupaten); 

d. Pemerintahan Kecamatan  

e. Pemerintahan Desa setempat 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. Pihak Perusahaan yang berbatasan dengan 

areal kerja PT. AKM (Batas Persekutuan) 

terdiri dari : 

a. PT. Mardhika Insan Mulia; 

b. PT. Inhutani I; 

c. PT. Waba Bhakti Persada Utama; 

d. PT. Amindo Wana Persada; 

e. PT. Aquila Silva  (Eks. Bina Segah Utama) 

Selain itu terdapat dokumen Berita Acara 

Pemeliharaan Batas Persekutuan dengan PT. 

Wana Bhakti Persada Utama yang dilaksanakan 

pada tanggal 18 Mei 2016 

Sehingga dari analisa dokumen TBT maka 

disimpulkan pada proses penataan batas areal 

kerja PT.  AKM telah mendapat persetujuan dari 

para pihak. 

 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait proses 

dan pelaksanaan CSR /CD selama 5 (lima) 

tahun terakhir di PT. AKM maka diketahui 

bahwa persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD tertuang di Berita Acara 

Sosialisasi Program Bina Desa serta Kewajiban 

Perusahaan setiap tahun RKT, dan RKT yang 

telah dilakukan sosialisasi adalah RKT Tahun 

2012, Tahun 2015 dan Tahun 2017 kepada 

Kampung-kampung yang wilayahnya masuk 

blok RKT tersebut. 

Jumlah kampung yang wilayahnya masuk di 3 

(tiga) Blok RKT tersebut ada 3 (tiga) kampung 

yaitu Kampung Long Duhung, Long Keluh dan 

Long Pelay. 

Sedang kampung –kampung yang wilayahnya 

diluar Blok RKT 2012, 2015 dan 2017 tidak 

menerima bantuan (CSR/CD) yaitu Kampung 

Long Lamcin dan Long Sului. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan telah 

didapatkan sebuah Gereja di Kampung Long 

Pelay yang merupakan bentuk sumbangan 

(CSR) dari PT. AKM pada 2010. 

Namun auditor tidak menemukan bukti-bukti 

penyerahan bantuan kepada masyarakat (kelola 

sosial) yang menjadi bahan cross cek di 

lapangan 
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1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait 

persetujuan dalam penetapan kawasan lindung 

di areal kerja PT. AKM yang sesuai dengan 

RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021 yang 

disahkan oleh Kemen LHK, maka diketahui 

bahwa para pihak yang terlibat dalam proses 

penetapan kawasan lindung yaitu : 

1. Kementerian LHK sebagai Pemberi Izin 

Usaha; 

2. Komisi AMDAL Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan yang menyetujui dokumen RKL 

dan RPL PT. AKM; 

3. PT. AKM sebagai Pemegang Izin Usaha yang 

membuat RKUPHHK-HA; 

4. Kepala Kampung Long Duhung (Misak Lungi) 

yang menyetujui kawasan lindung pada Blok 

RKT 2012;  

5. Ketua BPK Kampung Long Keluh (Paulus 

Bilung) yang menyetujui kawasan lindung 

pada Blok RKT 2015; 

6. Kepala Kampung Long Pelay (Sargius) yang 

menyetujui kawasan lindung pada Blok RKT 

2015; 

7. Pjs. Kepala Kampung Long Keluh (Ridwan) 

yang menyetujui kawasan lindung pada Blok 

RKT 2017; 

8. Kepala Kampung Long Pelay (Sargius) yang 

menyetujui kawasan lindung pada Blok RKT 

2017; 

9. LSM (TNC dan Payo payo) sebagai 

pendamping masyarakat sekitar areal kerja 

PT. AKM (yang hadir Konsultasi Publik 

tanggal 20 Juli 2017) 

Luas kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-

HA PT. AKM sebagai berikut  :  

Jenis Kaw. Lindung RKUPHHK-

HA  2012 

Revisi 

RKUPHHK-

HA  

Sempadan Sungai 951 Ha 1.113 Ha 

KKI 1.131 Ha 1.069 Ha 

Buffer Zone HL 3.877 Ha 2.251 Ha 

KPPS/KPPN 347 Ha 320 Ha 

Total 6.306 Ha 4.753 Ha 

Selain itu warga setempat lewat Kepala 

Kampung juga menetapkan kawasan lindung 

yang harus dipatuhi oleh PT. AKM pada Blok 
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RKT seperti lokasi sumber mata air, 

kuburan/makam, tempat minum babi.payau 

dan pohon madu (hasil wawancara dengan 

pengurus Desa Long Keluh dan Long Pelay). 

Namun berdasarkan observasi lapangan masih 

ditemukan kawasan lindung seperti sempadan 

sungai yang tidak ada plang dan patok sebagai 

tanda kepada masyarakat setempat atau pihak 

ke 2 tentang kawasan lindung yang ada di areal 

kerja PT. AKM. 

Kesimpulan Indikator 1.5.   17/21 = 80,95% (BAIK) 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan 

lestari  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Pan-jang 

(management plan) yang telah 

Disetujui oleh Pejabat yang 

Berwenang 

 

D BAIK 

 

Terdapat dokumen Inventarisasi Hutan 

Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun 2011 

Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

periode 2012 - 2021 PT. Aditya Kirana Mandiri 

yang disahkan oleh Direktur Jendral Bina Usaha 

Kehutanan UB Direktur Bina Usaha Hutan Alam 

atas nama Menteri Kehutanan dengan Surat  

Kepurtusan No. SK.20/BUHA-2/2012 tanggal 10 

Februari 2012, berikut lampiran peta skala 1: 

50.000 

Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB periode 2012 - 2021 PT Aditya 

Kirana Mandiri Provinsi Kalimantan Timur 

beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang 

telah disetujui dan disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. SK.4146/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tanggal 31 Agustus 

2016. 

Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit Terakhir 

IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri dengan 

komposit Citra Satelit Landsat 7 ETM+Band 543 

Path/Row 117/059, Liputan tanggal 25 Oktober 

2016, 2 Mei 2016, dan 18 Mei 2016, yang 

disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan 

Tata Lingkungan Cq Direktur Inventarisasi dan 

Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 

S.168/IPSDH/PSDH/PLA.1/3/2017 Tanggal 30 

Maret 2017. 
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2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

 

D SEDANG 

 

Selama 5 (lima) tahun terakhir PT AKM telah 

mengoperasionalkan 3 (tiga) RKTUPHHK-HA 

yang disahkan meliputi :  

a. RKTUPHHK-HA Tahun 2012; 

b. RKTUPHHK-HA Tahun 2015; dan 

c. RKTUPHHK-HA Tahun 2017. 

Telah ditata batas dengan letak lokasi sesuai 

dengan alokasi/blok dalam RKUPHHK periode 

Tahun 2012 – 2021. 

Terdapat RKTUPHHK-HA yang tidak 

dioperasionalkan sesuai RKUPHHK yaitu RKT 

Tahun 2013 dan 2014.    

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

D SEDANG 

 

 

Terdapat SOP Penataan Areal Kerja terakhir 

tahun pada 2013, dengan nomor : 005/AKM/ 

SOP-PROD/01.13 

Berdasarkan pengecekan di lapangan masih 

ditemukan beberapa plang atau patok atau 

tanda batas blok maupun petak, sebagai 

berikut: 

- Ditemukan Plang batas blok RKTUPHHK-HA 

tahun 2012 (koordinat : N 1º  ’ 9”      º

  ’  ”) kondisi baik   tahun      (koor-dinat 

: N 1º  ’ 9”      º  ’  ”)  dan tahun    7 

(koordinat : N 1º  ’  ”      º  ’  ”) 

Tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2012 

berupa polet 3 (tiga) cat warna merah pada 

pohon (koordinat : N 1º  ’  ”      º  ’  ”)  

tanda batas blok tahun 2015 berupa patok 

dan rintisan dengan tanda polet 3 (tiga) 

warna merah pada pohon (koordinat :  N 1º

  ’ ”      º 9’ ”)   tanda batas blok tahun 

2017 berupa patok P1 dan rintisan dengan 

tanda polet 3 (tiga) warna merah pada 

pohon (koordinat :  N 1º  ’  ”      º  ’  ”) 

- Ditemukan tanda batas petak berupa rintisan 

dengan cat polet 2 warna merah di batas 

petak 2017 nomor AR.21 dan AS.21 

(koordinat :  N 1º  ’  ”      º 9’ ”) 

- Ditemukan tanda kawasan lindung berupa 

sempadan sungai dengan polet 2 warna 

kuning (koordinat : 1º  ’    ”      º 

 9’    ”) 

Penandaan batas blok berupa papan dengan 

warna dasar puti tulisan hitam dengan ukuran 

80 x 120 cm.  

Penandaan batas petak berupa rintisan dan 
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tanda polet garis 2 warna merah pada pohon. 

Sebagian tanda batas blok maupun petak 

dilapangan sudah  tidak terlihat dengan jelas. 

 

Kesimpulan Indikator 2.1.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 

2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 

dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan 

Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1. 

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

 

Terdapat hasil cruising 3 (tiga) tahun yaitu 

RKTUPHHK-HA tahun 2012, 2015, dan 2017 

Berdasarkan data potensi 3 (tiga) tahun 

tersebut didapatkan data potensi 50 cm Up 

untuk seluruh jenis pada blok RKTUPHHK-HA 

2012, 2015, dan 2017 masing-masing adalah 

sebesar 15,88 m3/ha, 32,24 m3/ha, dan 31,26 

m3/ha. 

Sementara potensi tegakan untuk jenis 

komersial masing-masing adalah sebesar 14,64 

m3/ha, 32,24 m3/ha,  dan 30,67 m3/ha. 

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan di 

petak AR 21, pohon inti dan pohon dilindungi 

diberi label eclolin kuning, pohon ditebang 

diberi label ecolin merah dengan diameter > 50 

cm dan juga ditemukan tanda jalur cruising. 

Terdapat kelengkapan dokumen ditemukan 

buku LHC tahun 2012, 2015, dan 2017, peta 

sebaran pohon dan kontur skala 1 : 1.500  

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

 

CD BURUK 

 

 

Terdapat Laporan pelaksanaan Pembuatan 

Petak Ukur Permanen PT. Aditya Kirana Mandiri 

Seluas 24 Ha di petak AT 22 (Eks RKT 2009), 

Februari 2017. didapatkan data dari hasil 

pengukuran ke I (tahun 2017.) 

Sudah pernah dilakukan pembuatan dan 

pengukuran PUP sebelumnya yaitu pada tahun 

2003 dan 2007. 

Tidak terdapat perhitungan dan analisa 

pertumbuhan riap atas hasil pengukuran-

pengukuran tersebut. 
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2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

CD BURUK 

 

 

Tidak terdapat bukti upaya melakukan analisis 

data potensi dan riap tegakan selama periode 

waktu penilaian dan menyampaikan laporan.  

Hasil Perhitungan rata-rata Riap per tahun 

 

Kesimpulan Indikator 2.2.   8/12 = 66,67% (SEDANG) 

3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 

Regenerasi Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D SEDANG 

 

Terdapat SOP tahapan Sistem Silvikultur TPTI, 

dengan kondisi terakhir sebagai berikut : 

- Penataan Areal Kerja (PAK), SOP nomor : 

005/AKM/SOP-PRODUKSI/01.03, tanggal   

Januari 2013 

- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 

(ITSP), SOP nomor : - , 2005 

- Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Intruksi 

Kerja nomor : IK-0201, 2005 

- Pemanenan, SOP diuraikan kedalam masing-

msing kegiatan, seperti : 

- Proses Penebangan di Blok Tebangan, 

SOP nomor : FOR 01, tanggal 10 April 

2016 

- Proses Hauling Kayu Bulat Ke Log Pond, 

SOP nomor : FOR 02, 10 April 2016 

- Proses Loading Kayu Bulat, SOP nomor : 

FOR 03, tanggal 10 April 2016 

- Pembibitan, Instruksi Kerja nomor : IK-0301, 

2005 

- Penanaman dan Pengayaan, Instruksi Kerja 

nomor : IK-0302, 2005 

- Pemeliharaan Tanaman, Instruksi Kerja 

nomor : IK-0304, 2005 

- Penanaman Tanah Kosong, Instruksi Kerja 

nomor : IK-0303, 2005 

Sebagian SOP tidak terdapat lembar 

pengesahan dan tanggal terbit SOP / IK 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

D SEDANG 

 

Terdapat hasil pengamatan / observasi 

terhadap implementasi tahapan kegiatan sistem 

silvikultur TPTI. 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 21 dari 62 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Silvikultur  Implementasi SOP : 

- PAK : kegiatan PAK dilakukan Et-1, 

pelaksanaan PAK pada blok RKTUPHHK-HA 

tahun 2017, 2015 dan 2012 dan dibuktikan 

di lapangan dengan ditemukannya batas 

blok, batas petak. 

- ITSP : implementasi di lapangan untuk blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2017 adalah 

penandaan jalur berupa batang / pancang 

yang ditandai dengan label merah 

Penandaan pohon yang ditebang dengan 

menempelkan barcode, pohon ditinggal 

dengan memberikan ecolin warna kuning, 

dan pohon dilindungi dengan ecolin warna 

kuning.   

Secara administrasi ditemukan buku RLHC 

tahun 2017 dan peta sebaran pohon tahun 

2012, 2015, dan 2017 skala 1 : 1.500 

- PWH : kegiatan PWH pada saat penilaian 

adalah berupa pembuatan jalan sarad 

menuju TPn dan TPK Hutan dipinggir jalan 

utama. 

- Pemanenan :  kegiatan berupa penebangan, 

penyaradan, pembagian batang, pengupasan 

kulit kayu.  Seluruh kayu di Tpn dan TPK 

Hutan belum di LHP-kan. 

- Penanaman / Pemeliharaan Tanaman : 

implemntasi di lapangan tidak ditemukan 

bukti atau bekas kegiatan tersebut baik 

berupa plang kegiatan maupun tanaman 

yang masih ada / tumbuh. 

- Pengadaan bibit :  terdapat kegiatan 

pengadaan bibit berupa cabutan anakan 

alam di base camp Km 82. 

- Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

kakija tidak ditemukan bukti kegiatan di 

lapangan  

- Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

tanah kosong tidak ditemukan bukti 

kegiatan di lapangan. 

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan : 

berupa patroli rutin dan pemasangan rambu 

/ plang peringata maupun himbauan. 

Selama penilaian 6 (enam) tahun terakhir masih 

terdapat kegiatan yang tidak diekrjakan atau 

belum selesai pengerjaannya yaitu PWH, 

penebangan,  penanaman dan pemeliharaan. 
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2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D BAIK 

 

Berdasarkan LHC untuk RKTUPHHK-HA tahun 

2012, 2015 dan 2017 didapatkan potensi 

tegakan diameter 10-49 cm berturut-turut 

adalah sebanyak 36 phn/ha, 46 phn/ha,  dan 49 

phn/ha atau rata-rata 44 phn/ha. 

Terdapat hasil uji petik potensi tegakan 

sebelum masak tebang 

Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada 3 

plot ukur dari 1 petak, didapatkan rata-rata 

potensi tegakan sebelum masak tebang adalah 

sebesar  75 pohon/ha. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD BAIK Terdapat hasil uji petik potensi tingkat 

pemudaan 

Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada 4 

plot ukur dari 2 petak, didapatkan rata-rata 

potensi tegakan tingkat permudaan berupa 

tiang sebanyak 133 batang/ha (≥ 100 btg/ha) 

dan pancang sebanyak 533 batang/ha (≥ 400 

btg/ha). 

 

Kesimpulan Indikator 2.3.   17/21 = 80,95% (BAIK) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 

Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D BAIK 

 

Terdapat SOP Reduced Impact Logging / RIL 

nomor : SOP/20/AKM, 2005. 

 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

D SEDANG 

 

 

Terdapat penerapan teknologi ramah 

lingkungan yang telah dilakukan oleh 

perusahaan, diantaranya : 

- Pembuatan rencana jalan sarad sebagaimana 

telah dipetakan dalam rencana jalan) 

 

2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

D BAIK 

 

Terdapat hasil uji petik terhadap tingkat 

kerusakan tegakan tinggal. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan terhadap 

1 (satu) buah pohon contoh yang ditebang 

(Nomor pohon 6480, koordinat : 1º  ’ 9  ”   

dan 116º 9’      )  didapatkan kerusakan 

tegakan tinggal  sebesar : 9,90% 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

CD BAIK 

 

Terdapat perhitungan FE berdasarkan 

perbandingan LHP dan LHC dan hasil uji petik di 

lapangan. 

Berdasarkan perbandingan LHP dan LHC dari 3 

(tiga) tahun , dengan mengambil 30 pohon dari 

masing-masing tahun didapatkan nilai Fe rata-

rata sebagai berikut : 

- RKTUPHHK-HA 2012  :   0,70 

- RKTUPHHK-HA 2015  :   0,73 

- RKTUPHHK-HA 2017  :   0,71       

Rata-rata   :   0,71 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan terhadap 

1 (satu) buah pohon contoh yang ditebang di 

petak AR.20, didapatkan hasil perhitungan FE 

sebagai berikut : 

Pohon Contoh 01  =  0,73 

Kesimpulan Indikator 2.4.   19/21 = 90,48% (BAIK) 

5. Indikator No. 2.5  : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / 

Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU) dan Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku (Dinas 

Prov, self approval) 

CD SEDANG 

 

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tidak 

lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-

HA / Revisi RKUPHHK-HA dan seluruhnya 

disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2012 telah disetujui 

dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui surat keputusan 

nomor : 522.110.1/29/Kpts/RKT/DK-II/2012 

tanggal 21 September 2012.  Berakhir pada 

tanggal 18 September 2013. 

Perubahan Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2012 

PT. Aditya Kirana Mandiri sebagaimana surat 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur nomor : 522.110.1/2255/DK-III/2013 

tanggal 2 April 2013, disampaikan bahwa 

Buku RKTUPHHK-HA PT. Aditya Kirana 

Mandiri pada halaman 22 huruf B butir a 

point 4. Pemanenan mengalami perubahan 

dikarenakan adanya revisi target volume dan 

jenis.  

Perubahan ini telah ditetapkan dan disetujui 

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui surat keputusan 
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VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

nomor : 522.110.1/18/Kpts/RKT/DK-III/2013 

tanggal 1 April 2013. 

- URKTUPHHK-HA Tahun 2013 diajukan 

perusahaan dengan target JPT 0 (Nol), 

sesuai dengan surat Kepala Perwakilan PT. 

Aditya Kirana Mandiri yang dimohonkan 

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur  nomor : 015/AKM-

II.b/10.13 tanggal 24 Oktober 2013 

- URKTUPHHK-HA Tahun 2014 diajukan 

perusahaan dengan target JPT 0 (Nol). 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2015 telah disetujui 

dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui surat keputusan 

nomor : 522.110.1/19/Kpts/RKT/DK-II/2015 

tanggal 19 Mei 2015.  Berakhir pada tanggal 

31 Desember 2015 

- URKTUPHHK-HA Tahun 2016 telah 

dimohonkan untuk penilaian dan persetujuan 

kepada Kepala Dinas Provinsi Kalimantan 

Timur oleh Direktur PT. Aditya Kirana Mandiri 

melalui surat nomor : 010/AKM-I.b/11.15 

tangggal 20 Nopember 2015. 

URKTUPHHK-HA Tahun 2016 sebagaimana 

surat Direktur PT. Aditya Kirana Mandiri 

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur nomor : 20/AKM-

I.a/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 

disampaikan bahwa : 

- URKT 2016 disusun berdasarkan hasil 

Revisi RKUPHHK-HA 

- Mengingat hasil revisi baru diterima 

September 2016, waktu sempit untuk 

menyusun URKTUPHHK-HA 2016 

- Memutuskan untuk tahun 2016 tidak 

berproduksi (RKT nol) dan blok URKT 

2016 sesuai revisi RKUPHHK-HA 

digunakan sebagai blok URKTUPHHK-HA 

tahun 2017. 

- RKTUPHHK-HA Tahun 2017 telah disetujui 

dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui surat keputusan 

nomor : 522.110.1/432/Kpts/RKT/DK-II/2017 

tanggal 15 Mei 2017.  Berakhir pada tanggal 

31 Desember 2017 

Seluruh blok RKTUPHHK-HA tahun 2012 - 2015 

disusun mengacu kepada RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 PT. 
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Aditya Kirana Mandiri yang telah disahkan oleh 

Menteri Kehutanan melalui surat nomor :  No. 

SK.20/BUHA-2/2012 tanggal 10 Februari 2012. 

Sementara blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 

2017 disusun mengacu kepada Revisi 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 

2021 PT. Aditya Kirana Mandiri yang disahkan 

oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui surat nomor : No. SK.4146/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tanggal 31 Agustus 

2016. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D SEDANG 

 

Terdapat kesesuaian lokasi antara blok 

RKTUPHHK-HA tahun 2012 dan 2015 dengan 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 

tahun 2012, walaupun RKTUPHHK-HA tahun 

2013 dan 2014 tidak terbit. 

Sementara RKTUPHHK-HA tahun 2017 

menggunakan blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 

dalam Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode 2012-2021 tahun 2016, hal ini 

disebabkan karena RKTUPHHK-HA 2016 tidak 

terbit.  Selanjutnya terjadi pergeseran mundur 

1 tahun pada penataan areal kerja tahun-tahun 

berikutnya hingga berakhir periode RKUPHHK-

HA. 

Tercantum dalam legenda maupun peta kerja 

RKUPHHK-HA berupa Blok Tebangan, Kawasan 

lindung seperti : Buffer Zone, Kawasan 

Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Perlindungan 

dan Pelestarian Satwa, dan Sempadan Sungai.  

Sementara dalam peta kerja RKTUPHHK-HA 

tahun 2012 dan 2015 terdapat pembagian blok 

tebangan, dan kawasan lindung berupa : Buffer 

Zone, KKI, dan KPPS, dan tidak tercantum 

Sempadan Sungai. 

Tercantum dalam legenda maupun peta kerja 

Revisi RKUPHHK-HA berupa Blok Tebangan, 

Kawasan lindung seperti : Kawasan Konservasi 

Insitu (KKI), dan Kawasan Pelestarian Plasma 

Nutfah (KPPN), sementara Buffer Zone dan 

Sempadan Sungai tidak tercantum.  Dalam peta 

kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017 terdapat 

pembagian blok tebangan, dan kawasan 

lindung berupa : Sempada Sungai, Buffer Zone 

HL, KKI, dan KPPN. 

Peta RKTUPHHK-HA tahun 2012 tidak 

ditemukan. 
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2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma 

nutfah/religi/budaya/sarana 

prasarana dan Penelitian & 

Pengembangan) 

D SEDANG Terdapat implementasi peta kerja berupa 

penandaan di lapangan yaitu : blok dan petak 

yang akan ditebang dan kawasan lindung. 

Ditemukan di lapangan tanda batas blok 

RKTUPHHK-HA tahun  2012, 2015, dan 2017, 

dan batas petak 2012, 2015, dan 2017 

(sebagaimana diuraikan pada verifier 2.1.3), 

serta terdapat kesesuaian lokasi antara peta 

dan lapangan, kecuali plang batas blok 

RKTUPHHK-HA 2017 digeser dari tempat 

sebelumnya karena desakan masyarakat.. 

Sementara di lapangan ditemukan kawasan 

lindung berupa sempadan sungai di petak AR 

18 dan kawasan penelitian berupa Tegakan 

Benih di petak AR 19. 

 

Tidak seluruh batas blok dan petak bisa 

diiplementasikan karena hanya sebagian yang 

terlihat dengan jelas. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

D SEDANG 

 

Terdapat realisasi luasan dan volume tebangan 

total per kelompok jenis dari rencana tebangan 

tahunan dan lokasi panen sesuai dengan 

RKTUPHHK-HA  yang disahkan. 

Uraian 

Rencana Realisasi Persen 

(M3) (M3) (%) 

Revisi RKTUPHHK-HA 2012 
 12.000   8.814,77   73,46  

RKTUPHHK-HA TAHUN 2013 
 -     -     -    

RKTUPHHK-HA TAHUN 2014 
 -     -     -    

RKTUPHHK-HA TAHUN 2015 
 22.297   10.660,59   47,81  

RKTUPHHK-HA TAHUN 2016 
 -     -     -    

RKTUPHHK-HA TAHUN 2017 
 15.000   -     -    

Realisasi rata-rata tahun 2012, 2015, dan 2017 

adalah sebesar 39,51%. 

RKTUPHHK-HA tahun 2013, 2014, dan 2016 

tidak direalisasikan dikarenakan adanya Surat 

Direktur PT. Aditya Kirana Mandiri yang 

mengajukan RKT tidak produksi (nol). 

Realisasi produksi rata-rata adalah < 70% 

Kesimpulan Indikator 2.5.   14 /21 = 66,67% (SEDANG) 
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2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD SEDANG 

 

- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Armandias dan 

Laporan Auditor Independen Nomor : 

114/GA-ARD/MHMD/IX/13 tanggal 13 

September 2013, tentang Laporan Auditor 

Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 

Desember 2012. 

- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan 

dan Laporan Auditor Independen Nomor : 

45G/SEG/GA/SC/AKM-AR/11.14 17 tanggal 

17 Nopember 2014, tentang Laporan Auditor 

Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 

Desember 2013; Nomor : 03E/XNE/GA/SC/ 

AKM-AR/08.15 tanggal 26 Agustus 2015, 

tentang Laporan Auditor Independen Untuk 

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 ; 

Nomor : 29N/OIN/GA/SC/AKM-ARF/02.17 

tanggal 03 Februari 2017, tentang Laporan 

Auditor Independen Untuk Tahun Yang 

Berakhir 31 Desember 2015 ;  

- Annual Report 2016 (For The Fiscal Year 

Ended December 31th, 2016) PT. Aditya 

Kirana Mandiri, Berau Maret 2017 

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah 

diaudit tersebut didapatkan Kondisi Kesehatan 

Finansial Perusahaan, sebagai berikut : 

- Opini Kantor Akuntan Publik : laporan 

keuangan terlampir menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang meterial, posisi 

keuangan PT. Aditya Kirana Mandiri tanggal 

31 Desember 2012, 2013, 2014, dan 2015, 

serta kinerja keuangan dan arus kasnya 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

di Indonesia. 

- Nilai Likuiditas : 

- Tahun 2016 :   77,70% (<100%) 

(Un-audited) 

- Tahun 2015  :  409,72% (>150%) 
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- Tahun 2014  :    85,10% (<100%) 

- Tahun 2013  :  114.13% (100-150%) 

- Tahun 2012  :   133,57% (100-150%) 

- Nilai Solvabilitas : 

- Tahun 2016 : 216,45% (>150%) 

(Un-audited) 

- Tahun 2015  :  107,84% (100-150%) 

- Tahun 2014  :  109,83% (100-150%) 

- Tahun 2013  :  108,19% (100-150%) 

- Tahun 2012  :  106,51% (100-150%) 

 

- Nilai Rentabilitas : 

- Tahun 2016   : 0,06% (positif) 

(Un-audited) 

- Tahun 2015   : 0,00%  

- Tahun 2014   : 0,59% (positif) 

- Tahun 2013   : 0,49% (positif) 

- Tahun 2012   : 0,59% (positif) 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

CD SEDANG - Terdapat Kewajiban Perusahaan 

Pengusahaan Hutan Tahun 2012, 2013, 

2014, dan 2015 yang merupakan Lampiran 7 

dari Laporan Keuangan yang telah diaudit 

sebagaimana uraian pada verifier 2.61. di 

atas 

- Berdasarkan Tabel Kewajiban Perusahaan 

Pengusahaan Hutan PT. Aditya Kirana 

Mandiri, didapatkan realisasi alokasi dana 

kegiatan pengelolaan IUPHHK-HA selama 4 

(empat) tahun terakhir (2012-2015) sebagai 

berikut : 

- Ketercapaian alokasi dana rata-rata selama 4 

(empat) tahun terakhir adalah 77,73% (60-

79%) 

 

Tahun Rencana Realisasi Persen 

2012  10.535.819.000   8.055.819.000   76,46  

2013  365.983.550   182.272.200   49,80  

2014  586.200.000   586.200.000   100,00  

2015  798.994.250   725.806.000   90,84  

Jumlah  12.286.996.800   9.550.097.200   77,73  
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2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD SEDANG 

 

- Berdasarkan Tabel Kewajiban Perusahaan 

Pengusahaan Hutan PT. Aditya Kirana 

Mandiri, didapatkan realisasi alokasi dana 

yang proporsional dari kegiatan pengelolaan 

IUPHHK-HA selama 4 (empat) tahun terakhir 

sebagai berikut : 

Tahun 

Ketercapaian Anggaran Kegiatan 

Tertinggi (%) Terendah (%) Perbedaan (%) 

2012  100,00   74,17   25,83  

2013  -     -     -    

2014  -     -     -    

2015  100,00   54,79   45,21  

Rata-rata  100,00   64,48   35,52  

 

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan 

terdapat perbedaan rata-rata selama 4 (empat) 

tahun terakhir adalah 35,52% (20-50%) 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan Tabel Kewajiban Perusahaan 

Pengusahaan Hutan PT. Aditya Kirana Mandiri, 

didapatkan realisasi biaya rata-rata pengelolaan 

hutan adalah sebesar 77,73% dimana 

pencapaian tertinggi pada tahun 2014  yaitu 

sebesar 100,00% dan terendah pada tahun 

2013 (49,80%). 

Selain itu pula realisasi kegiatan produksi dan 

pembinaan hutan yang tidak terealisasi selama 

3 tahun (2013, 2014, dan 2016), hal ini 

menunjukkan perusahaan tidak dapat 

menyelesaikan  kegiatan sesuai dengan tata 

waktunya. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan Tabel Kewajiban Perusahaan 

Pengusahaan Hutan PT. Aditya Kirana Mandiri, 

didapatkan modal yang ditanamkan (kembali) 

ke hutan berupa realisasi biaya pembinaan 

hutan / penanaman dan perlindungan hutan 

selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai 

berikut : 

Tahun Rencana Realisasi Persen 

2012  70.579.000   70.579.000   100,00  

2013  57.661.350   -     -    
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2014  -     -     -    

2015  73.694.250   57.156.000   77,56  

Jumlah  201.934.600   127.735.000   63,26  

Terealisasi modal kegiatan pembinaan hutan, 

perlindungan hutan dan penanaman tanah 

kosong rata-rata selama 4 (empat) tahun 

terakhir sebesar 63,26% (60-80%). 

 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

CD SEDANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Terdapat Laporan Bulanan Bulanan TPTI 

Periode September 2012 s/d Agustus 2013, 

merupakan realisasi RKTUPHHK-HA tahun 

2012 

− Tidak ada kegiatan pada tahun RKTUPHHK-

HA tahun 2013 

− Tidak ada kegiatan pada tahun RKTUPHHK-

HA tahun 2014 

− Terdapat Laporan Bulanan Bulanan TPTI 

Periode Januari s/d Desember 2015, 

merupakan realisasi RKTUPHHK-HA tahun 

2015 (E Monev) 

− Tidak ada kegiatan pada tahun RKTUPHHK-

HA tahun 2016 

− Terdapat Laporan Bulanan TPTI Periode 

Janauri s/d Mei 2017, merupakan realisasi 

RKTUPHHK-HA tahun 2017 (E Monev) 

Berdaasarkan laporan-laporan tersebut, 

didapatkan ketercapaian rata-rata dari kegiatan 

pembinaan hutan berupa : pengadaan bibit, 

penanaman pengayaan/rehabilitasi, pemeliha-

raan tanaman pengayaan/rehabilitasi, Penana-

man Kakija, Pemeliharaan tanaman kakija, 

penanaman tanah kosong, dan pemeliharaan 

tanaman tanah kosong, sebagai berikut : 

Tahun 

Realisasi Kegiatan 

Jumlah Persen 

2012 7  99,91  

2013  -     -    

2014 -  -  

2015 7  96,38  

2016 -  -  

2017 7  1,43  
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Rata-rata   65,43  

Ketercapaian pembinaan hutan rata-rata 

sebesar 65,43% (60-80%) dari yang 

direncanakan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 

terhadap kegiatan persemaian dan penanaman 

serta pembinaan hutan bekas tebangan 

menunjukkan kualitas fisik yang tidak sesuai 

dengan biaya yang telah dikeluarkan (kurang 

baik). 

 

Kesimpulan Indikator 2.6.   13/21 = 61,90 % (SEDANG) 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada 

Setiap Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D SEDANG 

 

Luas kawasan lindung (KL) telah dirinci dalam 

ringkasan dokumen ANDAL (1999), RKL (1999), 

RPL (1999) dan RKU (2012), dan revisi RKU 

(2016) dan tidak seluruhnya sesuai dengan 

kondisi biofisiknya. Dalam dokumen 

ringkasan Andal (1999) terdapat areal kawasan 

lindung lereng curam, areal pengungsian satwa 

liar, dan areal kawasan mata air dengan luasan 

masing-masing berturut-turut sebesar 2.244 ha, 

300 ha, dan 72 ha (dengan total luas sebesar 

2.616 ha) tetapi tidak muncul alokasinya 

dalam dokumen revisi RKU (2016). Walaupun 

demikian, dalam dokumen revisi RKU (2016) 

tersebut terdapat tambahan nomenklatur areal 

kawasan lindung baru, yang sebelumnya tidak 

terdapat dalam dokumen ringkasan ANDAL, 

yakni KKI seluas 1.069 ha. Dengan 

membandingkan luas areal KKI (luas KKI 1.069 

ha) dengan luasan areal KL ada dalam 

dokumen ringkasan ANDAL tetapi menghilang 

dalam dokumen revisi RKU (2016) (luas total 

kawasan lindung lereng curam, areal 

pengungsian satwa liar, dan areal kawasan 

mata air adalah 2.616 ha), maka areal KKI ini 

tidaklah cukup untuk menggantikan areal 

KL yang hialng tersebut. Sayang sekali, 
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karena peta dokumen ringkasan ANDAL tidak 

tersedia, sehingga tidak dapat membandingkan 

antara lokasi KKI dengan lokasi areal KL yang 

ada dalam ringkasan dokumen ANDAL tersebut. 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

D SEDANG 

 

- Terdapat beberapa BA terkait penandaan 

batas kawasan lindung, serta terdapat SOP 

terkait penandaan batas kawasan lindung di 

lapangan 

- Hasil uji petik lapangan di areal kawasan 

konservasi insitu (KKI) pada posisi koordinat 

sekitar N 01052’29.9” dan   116051’14.1”, 

areal sempadan Sungai Kelay pada posisi 

koordinat sekitar N 01052’27” dan 

E 116048’10”, dan areal sempadan Sungai 

Duhung pada posisi koordinat sekitar 

N 01054’59” dan   116048’0”, ditemukan 

tanda plang informasi untuk masing-masing 

jenis kawasan lindung dan juga tanda batas 

berupa berupa garis strip triple tiga berwarna 

merah pada batas areal KKI pada pohon 

yang masih hidup, dan berupa campuran 

antara patok berwarna kuning dan tanda 

garis strip berwarna merah pada areal 

sempadan sungai 

- Tanda batas kawasan lindung yang dijumpai 

di lapangan belum sepenuhnya sesuai 

dengan SOP yang ada. Didalam SOP terkait 

penandaan batas KL, disebutkan bahwa 

tanda batas KL berupa patok berwarna 

kuning. 

- Kawasan lindung yang telah ditata di 

lapangan adalahsebesar66,47% dari yang 

seharusnya 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D BAIK 

 

- Tersedia Peta tutupan lahan hasil penafsiran 

komposit citra landsat 7 ETM+ Band 543 

Path/Row 117/059, liputan tanggal 25 

Oktober 2016, 2 Mei 2016, dan 18 Mei 2016, 

skala 1:100.000, dengan kondisi tutupan 

awan sebesar 8,6% 

- Setelah mencermati peta penutupan lahan 

hasil penafsiran citra, ternyata tutupan 

belukar tua sebagian besar tersebar di areal 

sempadan Sungai Kelay dan anak-anak 

sungainya. Sebagian besar areal ini termasuk 

kedalam fungsi hutan APL yang sudah 

dikeluarkan dari areal pengelolaan KL PT. 

AKM, dan hanya sebagian kecil (dengan 

membandingkan-nya secara kasat mata, 
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sekitar 10%, 135 ha) areal ini yang masuk 

kedalam fungsi hutan produksi yang 

termasuk kedalam areal pengelolaan KL 

PT. AKM 

- Areal KL yang tidak berhutan adalah sekitar 

135 ha (2,84%) dari luas total KL sebesar 

4.753 ha. Artinya areal KL yang masih 

berhutan adalah sekitar 4.618 ha 

(97,16%). 

- Terdapat areal kawasan lindung (dalam hal 

ini sempadan Sungai Kelay) yang tidak 

berhutan seluas sekitar 135 ha yang ada 

didalam kawasan hutan produsi, maka dalam 

hal ini auditee wajib melaksanakan 

terselenggaranya fungsi lindung dari 

kawasan lindung, antara lain dapat dicapai 

dengan cara menghutankan kembali 

kawasan lindung dengan cara penanaman. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

CD SEDANG 

 

- Terdapat beberapa dokumen terkait 

penetapan, pengakuan, dan sosialisasi 

kawasan lindung yang terdapat di dalam 

areal PT. AKM dengan beberapa desa binaan 

PT. AKM (belum mencakup semua desa 

binaan) 

- Belum seluruh desa yang terkait dengan 

operasional PT. AKM yang telah 

mendapatkan sosialisasi dan/atau 

persetujuan kawasan lindung yang ada 

dalam areal PT. AKM. 

- Desa/kampung yang belum mendapatkan 

sosialisasi terkait KL adalah kampung Long 

Lamcin dan kampung Long Suluy 

 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

D SEDANG - Terdapat laporan pengelolaan kawasan 

lindung terhadap sebagian areal kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/Land 

scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

- Laporan pengelolaan untuk areal kawasan 

lindung KKI, dan BZ-HL belum tersedia 

Kesimpulan Indikator 3.1.   20/27 = 74,07% (SEDANG) 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 D SEDANG - Terdapat 3 buah SOP terkait kegiatan 
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Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

perlindungan hutan, namun khusus untuk 

SOP Penanganan Kebakaran Hutan 

(009/AKM/SOP-EKO/01.13, tanggal terbit 2 

Januari 2013) yang dimiliki PT. AKM belum 

sepenuhnya mengacu ke Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 terkait sarana-

prasarana yang dibutuhkan, SDM dan 

kompetensi personil yang diperlukan, serta 

kegiatan-kegiatan minimal yang perlu 

dilaksanakan. 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D SEDANG PT. AKM telah meiliki sarana prasarana 

perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi 

khusus untuk sarana prasarana damkar, belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 

tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D SEDANG - PT. AKM telah memiliki personil 

perlidungan hutan, yakni satpam PH dan 

regu damkar, dengan jumlah dan kompetensi 

personil belum sepenuhnya sesuai 

menurut peraturan yang berlaku. 

- PT. AKM belum membentuk regu 

pendukung dan regu pembantuan (MPA-

Masyarakat Peduli Api) dalam rangka 

mendukung pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D SEDANG - Terdapat kegiatan-kegiatan implemen-

tasi perlindungan gangguan hutan yang 

telah dilakukan oleh PT. AKM, namun belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 

tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan. 

- PT. AKM belum melakukan pemantauan 

hotspot dengan memanfaatkan citra satelit 

- PT. AKM belum membentuk regu 

pendukung maupun regu perbantuan (MPA) 

dalam rangka menunjang upaya pencegahan 

dan pengendalian kebakaran hutan 

- PT. AKM belum membuat Peta Rawan 

Kebakaran 

Kesimpulan Indikator 3.2.   16/24 = 66,67% (SEDANG) 
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3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D SEDANG 

 

- Telah tersedia sejumlah prosedur 

pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan dan/atau peraturan yang 

berlaku 

- Secara umum, isi dokumen SOPsangat 

sederhana dan belum tersedia proses dan 

langkah secara rinci bagaimana prosedur 

tersebut dilaksanakan 

- PT. AKM belum memiliki SOP Pengelolaan 

limbah, termasuk LB3 

- PT. AKM belum memiliki SOP Pemantauan 

kesuburan tanah 

- PT. AKM belum memiliki SOP Penanaman 

kakija 

- PT. AKM belum memiliki SOP Pemantauan 

kondisi badan sungai 

- PT. AKM belum memiliki SOP Sanitasi lokasi 

basecamp 

- PT. AKM belum memiliki SOP Pemantauan 

kualitas air 

- PT. AKM belum memiliki SOP Pemantauan 

sedimentasi 

 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

 

- PT. AKM telah meiliki sarana pengelolaan dan 

pemantauandampak tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan, peraturan yang berlaku, 

dan/atau SOP yang ada 

- Terdapat tempat pengumpulan limbah cair 

(oli bekas) 

- Terdapat tempat pengumpulan sampah 

berupa potongan drum bekas bbm dan 

sekaligus sebagai tempat pembakaran 

sampah 

- Terdapat tempat penampungan BBM (solar) 

- Terdapat tempat penampungan oli bersih 

- PT. AKM belum memiliki sarana SPAS 

- PT. AKM belum memiliki ijin TPS limbah dari 

instansi terkait. 

- PT. AKM sebelumnya telah memiliki alat ukur 

tinggi muka air sungai, tetapi pada saat audit 

dilakukan, alat tersebut tidak lagi berada di 

tempatnya karena hanyut dibawah arus 

sungai. 
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- Hasil observasi lapangan ditemukan bak 

pemantau erosi di sekitar camp km 82 di 

dalam blok RKT 2017, tetapi design bak 

pemantaunya tidak standar. 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT AKM telah menunjuk personil yang 

bertanggung jawab untuk pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

atas nama Supandi, S.Hut. 

PT AKM telah memiliki upaya menggunakan 

SDM yang memiliki kompetensi Ganis Binhut 

untuk pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air, berupa telah 

mengajukan permohonan mengikuti Diklat 

Ganis Binhut kepada BPHP Wil. XI Samarinda 

sebanyak 3 (tiga) personil sesuai surat 

Direktur PT AKM No.: 006/AKM-ia/01.17 

tanggal 10 Januari 2017, No.: 005/AKM-

ia/01.17 tanggal 10 Januari 2017, dan No. 

014/AKM-ia/07.17 tanggal 3 Juli 2017 

 

- Terdapat surat dari BPHP Wilayah XI 

Samarinda No. S.444/BPHP.XI-3/2017 

tanggal 18 Juli 2017  Perihal peserta diklat 

Ganis PHPL yang ditujukan kepada 

pemegang IUPHHK-HA/HT, IPK, IPPKH, 

IUIPHHK, dan ILS, yang isinya antara lain 

menyatakan bahwa untuk diklat Ganis PHPL-

Canhut, Ganis PHPL-Kurpet, Ganis PHPL-

Nenhut, danGanis PHPL-Binhut, jumlah 

peserta belum memenuhi kuota minimal, 

sehingga akan dijadwal ulang. 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D SEDANG 

 

- PT. AKM telah memiliki dokumen 

perencanaan pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air, yakni dokumen RKL (1999) 

dan telah diimplementasikan sebagian. 

- Pengelolaan LB3 yang dilakukan oleh PT. 

AKM belum sepenuhnya sesuai dengan 

SOP atau peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan di area 

bengkel sekitar camp km 82, masih 

ditemukan ceceran oli bekas di lantai tanah 

area bengkel. 

- PT. AKM belum memiliki ijin TPS limbah dari 

instansi terkait. 

- Laporan pelaksanaan RKL-RPL yang dibuat 

oleh PT. AKM belum mengacu kepada 
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Kepmen LH  No. 45 Tahun 2005 ttg pedoman 

penyusunan laporan RKL dan RPL 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG - PT. AKM telah memiliki dokumen 

perencanaan pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air, yakni dokumen RPL (1999) 

dan telah diimplementasikan sebagian. 

- Pelaksanaan pemantauan dampak belum 

mencakup semua rencana pemantauan yang 

ada dalam dokumen RPL (1999) 

- PT. AKM belum melaksanakan pemantauan 

kondisi sungai agar badan air tidak 

terganggu, pemantauan sedimentasi, 

pemantauan kualitas air, dan pemantauan 

kesuburan tanah 

- Laporan pelaksanaan RKL-RPL yang dibuat 

oleh PT. AKM belum mengacu kepada 

Kepmen LH  No. 45 Tahun 2005 ttg pedoman 

penyusunan laporan RKL dan RPL 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D SEDANG - Terdapat indikasi terjadinya dampak yang 

besar dan penting terhadap tanah dan air, 

serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai 

ketentuan 

- Terdapat beberapa tempat sampah dari 

potongan drum bekas bbm yang juga 

sekaligus berfungsi sebagai tempat 

pembakaran sampah, yang diletakkan di area 

sekitar camp, area bengkel, maupun di area 

dapur. Pengelolaan sampah domestik belum 

memisahkan anara sampah organik dan 

sampah non organik, serta belum tersedia 

tempat pembuangan akhir sampah 

- Hasil verifikasi lapangan di blok RKT 2015 

dan 2017, di beberapa titik jalan angkutan 

ditemukan tanda-tanda telah terjadinya 

erosi 

- Hasil verifikasi di sepanjang jalan angkutan 

selama melakukan observasi lapangan, 

ditemukan pada beberapa titik jalan yang 

memotong badan aliran air atau sungai 

tidak dilengkapi dengan gorog-gorong 

atau jembatan. 

- Hasil verifikasi lapangan di beberapa sungai 

yang dilewati saat observasi lapangan, 

seperti anak sungai yang terdapat di dalam 

blok RKT 2017 pada posisi koordinat sekitar 

N      ’  ” dan         ’  ”  ditemukan 

tanda-tanda telah terjadinya sedimentasi 

yang dipercepat dalam sungai tersebut 
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- Hasil observasi lapangan di area bengkel 

sekitar camp km 82, masih ditemukan 

ceceran oli bekas di lantai tanah area 

bengkel. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   24/36 = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau 

Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah 

(threatened) dan Endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

D SEDANG - PT. AKM telah memiliki prosedur 

identifikasi untuk flora dan fauna tetapi 

masih bersifat sangat umum dan sangat 

ringkas, belum menyajikan proses dan 

langkah rinci dan kongkrit dalam melakukan 

inventarisasi flora dan fauna, sampai pada 

kegiatan identifikasi flora dan fauna 

dilindungi, serta belum memilah kegiatan 

identifikasi untuk masing-masing jenis flora 

dilindungi (misal jenis pohon, climber, epifit, 

dll), namun untuk jenis fauna dilindungi, 

telah ada usaha identifikasi untuk masing-

masing jenis mamalia, burung, dan reptilia, 

tanpa identifikasi untuk jenis ampibi.  

- SOP identifikasi flora belum merujuk 

peraturan minimal PP No. 7 tahun 1999, 

IUCN Redlist dan Appendix CITES 

- SOP identifikasi satwa liar belum merujuk 

peraturan minimal PP No. 7 tahun 1999 dan 

IUCN Redlist. Juga belum secara eksplisit 

merujuk Appendix CITES, tetapi dalam 

rumusan definisi satwa liar, telah 

memasukkan pertimbangan Appendix CITES. 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D BAIK - PT. AKM telah memiliki rekaman beberapa 

dokumen terkait hasil kegiatan identifikasi 

flora dan fauna dilindungi, berikut: 

- Dokumen Ringkasan Andal PT. AKM tahun 

1999 

- Laporan penilaian HCVF PT. AKM tahun 2016 

Kesimpulan Indikator 3.4.   10/12 = 83,33% (BAIK) 
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5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

 

D SEDANG 

 

PT. AKM telah memiliki prosedur pengelolaan 

flora dilindungi tetapi masih bersifat umum 

dimana kegiatan pengelolaan flora belum 

berbasis pada jenis flora dilindungi bedasarkan 

hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi belum disajikan secara kongkrit, 

khususnya kegiatan-kegiatan apa saja yang 

akan dilakukan dalam rangka pengelolaan flora 

dilindungi. Kegiatan ini hanya terbatas pada 

penyajian data-data hasil analisis vegetasi. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yangdirencanakan 

D SEDANG 

 

- PT. AKM belum sepenuhnya melakukan 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora 

sebagaimana yang ada dalam SOP 

Pengelolaan Flora, seperti membuat Peta 

penyebaran flora dilindungi 

- PT. AKM belum sepenuhnya melakukan 

kegiatan pengelolaan flora berbasis pada 

jenis flora dilindungi bedasarkan hasil 

identifikasi, seperti menuliskan dengan jelas 

pada plang informasi/himbauan/larangan 

nama jenis flora dilindungi, atau juga 

menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di 

persemaian. 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

 

- Berdasarkan Laporan Penilaian HCVF di areal 

PT. AKM tahun 2016, diketahui terdapat 

sebanyak 15 (lima belas) spesies pohon 

kritis punah (status CR berdasarkan redlist 

IUCN) berhasil diidentifikasi dari areal PT. 

AKM yang merupakan salah satu ekosistem 

hutan dataran rendah yang ada di 

Kalimantan Timur. Seluruh jenis pohon 

tersebut termasuk kedalam kelompok 

Dipterocarpaceae, dan sebagian besar 

merupakan jenis komersil yang sampai 

saat ini banyak dicari. 

- Mengingat jenis-jenis spesies kritis punah 

sebagian besar adalah jenis-jenis yang 

tergolong jenis yang komersial yang ditebang 

atau akan ditebang, maka untuk menjaga 

akan keberadaan jenis-jenis tersebut dari 

kekritisan dan/atau kepunahan jenis, maka 

rencana pengelolaan dan pemantauan yang 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sudah diberikan dalam laporan tersebut 

harus menjadi prioritas. 

- Kesimpulan auditor, adalah terdapat 

gangguan terhadap kondisi sebagian 

species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi 

terdapat upaya-upaya penanggulangan 

gangguan yang dilakukan oleh pemegang 

izin.. 

Kesimpulan Indikator 3.5.   12/18 = 66,67% (SEDANG) 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, 

dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup 

kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

D SEDANG 

 

PT. AKM telah memiliki prosedur pengelolaan 

fauna dilindungi tetapi masih bersifat umum 

dimana kegiatan pengelolaan fauna belum 

berbasis pada jenis fauna dilindungi bedasarkan 

hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan fauna 

dilindungi belum disajikan secara kongkrit, 

khususnya kegiatan-kegiatan apa saja yang 

akan dilakukan dalam rangka pengelolaan fauna 

dilindungi. Kegiatan ini hanya terbatas pada 

penyajian data-data hasil atau hasil sensus 

satwa. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 

direncanakan 

D SEDANG 

 

- PT. AKM belum sepenuhnya melakukan 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna 

sebagaimana yang ada dalam SOP 

Pengelolaan fauna, seperti membuat Peta 

penyebaran fauna dilindungi berdasarkan 

data pertemuan langsung, jejak, suara, 

feses, sarang, bekas cakar, dll. 

- PT. AKM telah melakukan kegiatan 

pengelolaan fauna tetapi masih bersifat 

umum, dan belum berbasis pada jenis fauna 

dilindungi bedasarkan hasil identifikasi, 

seperti menuliskan dengan jelas pada plang 

informasi/himbauan/larangan nama jenis 

fauna dilindungi, atau juga menyediakan 

jenis-jenis flora yang dapat berfungsi sebagai 

pakan satwa, seperti durian (Durio spp), 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

rambutan (Nephelium spp). Terap 

(Artocarpus spp), manggis (Garcinia spp), 

dan duku-dukuan (Lansium ss). 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

D SEDANG 

 

- Dalam dokumen Ringkasan Andal 

PT. AKM tahun 1999, ditemukan sejumlah 

fauna dilindungi, dua jenis diantara yakni 

orang utan dan owa-owa dijadikan 

sebagai satwa indikator bagi keberadaan 

satwa di areal ini, namun dalam Laporan 

penilaian HCVF PT. AKM tahun 2016, untuk 

jenis mamalia teridentifikasi sebanyak 12 

jenis yang masuk NKT 1.3, tetapi untuk jenis 

orang utan tidak lagi teridentifikasi. 

- Orang utan dan Owa-owa merupakan jenis 

satwa liar arboreal murni yang akan terikat 

pada habitatnya yakni puncak pohon. 

Orang utan dan owa-owa dalam 

kehidupannya sangat bergantung pada pada 

kesinambungan tajuk pohon-pohon besar 

dengan jarak antar pohon tidak lebih dari 10 

m. Oleh karenanya, kedua jenis satwa ini 

sangat rentan terhadap kegiatan 

penebangan kayu. Rusak atau terganggunya 

struktur dan komposisi habitat akan sangat 

berpengaruh pada satwa ini. 

- Lebih jauh, dalam Laporan penilaian HCVF 

PT. AKM tahun 2016 disebutkan bahwa 

hampir seluruh kawasan konsesi PT. AKM 

menjadi habitat bagi banyak satwa dan 

tumbuhan yang masuk dalam kriteria NKT 

1.3. Disebutkan bahwa, ancaman utama 

terhadap kawasan NKT 1.3 diantaranya 

adalah aktivitas penebangan atau 

pemanenan yang tidak ramah lingkungan 

serta perburuan liar yang dilakukan baik oleh 

masyarakat maupun karyawan perusahaan. 

- Berdasarkan hasil konsultasi publik, diperoleh 

informasi bahwa masyarakat sekitar hutan 

masih memanfaatkan hasil hutan non 

kayu dari hutan seperti mencari ikan 

atau berburu babi, jikang, dan payau. 

- Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas 

diatas, maka kesimpulan auditor adalah 

terdapat gangguan terhadap kondisi 

sebagian species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin, tetapi terdapat upaya-upaya 

penanggulangan gangguan yang dilakukan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

oleh pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator 3.6.   12/18 = 66,67% (SEDANG) 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang 

izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau 

masyarakat setempat. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin. 

 

D SEDANG 

 

PT  AKM memiliki sebagian dokumen terkait 

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

oleh masyarakat setempat, dimana data 

perladangan dan pemanfaatan HHBK oleh 

masyarakat belum diidentifikasi dengan baik. 

Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat  sebagian tertuang dalam  kesepakatan 

pembayaran fee kompensasi produksi kayu, 

sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT  AKM 

telah menyusun RKUPHHK-HA Periode 2012-

2021, RKTUPHHK HA tahun 2012, 2015 dan 

2017  yang telah disahkan oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Kaltim dan Rencana 

Operasional (RO) kegiatan PMDH PT AKM tidak 

tersedia. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

 

CD BAIK 

 

PT AKM  memiliki mekanisme penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik batas kawasan yang 

lengkap  dan disepakati para pihak, tertuang 

dalam SOP Deliniasi Batas Kawasan  dengan 

Masyarakat (SOP-0503) dan SOP Mekanisme 

Penyelesaian Konflik Sosial (SOP-0502).  . 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

 

D BAIK 

 

 

PT  AKM  memiliki mekanisme terkait  

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap, 

legal dan jelas tertuang dalam SOP  Identifikasi 

Hak-hak Dasar Masyarakat Adat, SOP 

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 

dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan 

Masyarakat. 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan  Peta Administrasi Kampung PT 

AKM Kec. Kelay skala  1 : 160.000 dan hasil 

pengecekan di lapangan bahwa batas antar 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat. 

wilayah desa di areal PT AKM baru sebatas 

kesepakatan di peta saja dan batas dilapangan 

masih belum diibuat. 

Hasil pengecekan lapangan terhadap lokasi 

peladangan oleh masyarakat sekitar di KM 46 - 

59 dan KM 73, PT AKM belum melakukan 

identifikasi terhadap lokasi-lokasi areal tersebut. 

Di sekitar KM 54 – 59 terdapat papan nama 

Penataan Batas Partisipatif dengan kawasan 

perladangan masyarakat Long Duhung, namun 

tidak ditemukan Dokumen Berita Acaranya. 

PT AKM  memiliki  sebagian bukti terkait luas 

dan batas areal dengan batas kawasan yang 

dimiliki oleh masyarakat setempat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

CD BAIK 

 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen dan   

wawancara dengan wakil masyarakat sekitar 

areal, diperoleh informasi bahwa dalam 

kegiatan operasionalnya  PT AKM  telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari para 

pihak (dalam hal ini pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan masyarakat sekitar 

areal)  yang dibuktikan dengan masih 

berjalannya kegiatan operasional perusahaan 

dan terdapat kerjasama/kesepakatan dengan 

masyarakat sekitar.  

Kesimpulan Indikator 4.1.   18/21 = 85,71% (BAIK) 

2. Indikator No. 4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku. 

D SEDANG 

 

PT  AKM memiliki sebagian dokumen  terkait 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK HA, 

RKUPHHK HA periode 2012-2021, RKTUPHHK 

HA Tahun 2012, 2015, 2017 dan Laporan PMDH  

Tahun 2012/2013 dan Tahun 2015. 

Dokumen PT AKM yang tidak tersedia meliputi 

Rencana Operasional PMDH dan Laporan 

Kegiatan Sosial tahun 2013. 2014 dan 2016. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

D BAIK 

 

PT.  AKM  memiliki mekanisme yang lengkap, 

legal dan jelas  terkait dengan  pemenuhan 

kewajiban sosial  terhadap masyarakat  yang 

tertuang dalam SOP Bina Desa dan SOP 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

masyarakat Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

D SEDANG Berdasarkan telaahan terhadap dokumen 

selama 5 tahun terakhir (tahun 2012–2016), PT 

AKM memiliki sebagian bukti terkait 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber 

Daya Hutan tertuang dalam BA Sosialisasi 

Program Bina Desa dan Hak serta Kewajiban PT 

AKM  tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2017, 

sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2016 

tidak terdapat bukti sosialisasi. 

Hasil wawancara di desa  Long Keluh dan Long 

Pelay diperoleh informasi bahwa selama 5 

tahun terakhir, PT AKM telah melakukan 

beberapa kali sosialisasi di desanya sebelum 

melakukan kegiatan penebangan/ produksi 

serta membuat kesepakatan-kesepakatan 

dengan masyarakat sekitar. 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

D SEDANG PT AKM  memiliki sebagian bukti terkait 

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat yang meliputi  Bantuan 

Pembangunan Gereja, pemanfaatan tenaga 

kerja lokal,  Bantuan BBM, Honor Aparat Desa, 

Bea siswa, dan Pembayaran Fee Kompensasi 

Produksi.  Laporan Kelola Sosial/PMDH PT AKM 

selama 5 tahun yang tersedia hanya 2 periode 

(tahun 2012/2013 dan 2015) dan bukti serah 

terima kegiatan sosial tidak lengkap. 

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi. 

D SEDANG PT. AKM memiliki sebagian bukti   

laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi 

yang tertuang dalam Laporan PMDH Tahun 

2012/2013 dan 2015 (sedangkan Laporan 

PMDH 2013, 2014 dan 2016 tidak tersedia), BA 

Serah Terima Bantuan  PT   AKM pada 

masyarakat Tahun 2016 - 2017 (Berita Acara 

Serah terima bantuan tahun 2012 – 2015 tidak 

tersedia ) dan Berita Acara Serah Terima Fee 

Kompensasi Produksi tahun 2012 dan 2015. 

Kesimpulan Indikator 4.2.   22/30 = 73,33% (SEDANG) 
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3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 

yang adil antar para pihak. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

 

D SEDANG 

 

PT.  AKM   memiliki sebagian data dan 

informasi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

yang tertuang dalam dokumen : 

a. RKUPHHK-HA PT AKM Berbasis IHMB periode 

2012 –2021. 

b. Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT 

AKM 

c. Penilaian HCVF PT AKM pada NKT 5 dan 6  

d. Daftar Tenaga Kerja Lokal (ada   orang dari  

karyawan PT  AKM). 

e. Sewa lokasi  Base Camp PT AKM  pada 

warga long Duhung dan Long Keluh  

Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, 

dokumen yang ada belum memberikan 

informasi yang lengkap terkait informasi 

masyarakat yang terpengaruh oleh aktivitas PT 

AKM.  

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

D BAIK 

 

PT. AKM memiliki mekanisme terkait  

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat  yang lengkap, legal dan jelas 

dituangkan dalam SOP Bina Desa (SOP 0501),  

SOP  Peningkatan Akses Masyarakat terhadap 

Hutan dan SOP Distribusi Insentif 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

CD SEDANG Hasil telaahan terhadap dokumen PT AKM 

periode 5 tahun terakhir (tahun 2012 – 2016), 

PT.  AKM  memiliki sebagian dokumen rencana 

pemegang izin terkait kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  

yang   tertuang dalam dokumen RKUPHHK HA   

Periode Tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HA  

Tahun 2012, 2015 dan 2017, sedangkan 

Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial/PMDH   

PT AKM tahun 2012 – 2016 tidak tersedia. 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

D SEDANG PT AKM memiliki bukti implementasi sebagian  

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh pemegang izin yang 

tepat sasaran yang tertuang dalam Laporan 

PMDH Tahun 2012/2013 dan 2015, kegiatan 

kelola sosial peningkatan ekonomi masyarakat 

sebesar 61% berupa pemanfaatan tenaga kerja 

lokal dan Pembayaran Fee  Produksi, sedangkan 

Laporan Kelola Sosial/PMDH untuk tahun 2013, 

2014 dan 2016 tidak tersedia.     
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada 

para pihak 

 

D SEDANG PT.  AKM memiliki sebagian dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi manfaat 

kepada para pihak (karyawan, kontraktor dan 

masyarakat) yang tertuang dalam Laporan 

PMDH tahun 2012/2013 dan 2015, Rekap  Gaji 

Karyawan PT. AKM tahun 2012 - 2016, Rekap 

Pembayaran Fee Produksi tahun  2012 dan 

2015 kepada masyarakat sekitar areal, dan 

Pembayaran sewa Base Camp KM 51 dan KM 82 

pada masyarakat sekitar. 

Kesimpulan Indikator 4.3.   20/27 = 74,07% (SEDANG) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

D BAIK 

 

PT AKM  memiliki mekanisme resolusi konflik 

yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SOP 

Penyelesaian Konflik  Sosial. PT AKM memiliki 

Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang  

mengikutsertakan   Aparat Desa atau Adat serta 

Muspika setempat dalam penyelesaian konflik  

bila terjadi konflik dengan masyarakat. 

 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D SEDANG 

 

PT AKM   memiliki  sebagian dokumen terkait 

pemetaan konflik  yang tertuang dalam Peta 

Administrasi Kampung PT AKM Kec. Kelay skala  

1 : 160.000, Peta Sebaran Kampung di dalam 

dan di sekitar areal IUPHHK HA PT AKM, 

Laporan Semesteran Penanganan Konflik an. PT 

AKM tahun 2012 – 2016 yang dikirim ke KPHP 

Berau Barat. 

Hasil pengecekan lapangan di sepanjang Jalan 

Utama PT AKM di KM 46 – 59 dan KM 73 

terdapat pembukaan lahan oleh masyarakat 

sekitar, akan tetapi PT AKM baru sebagian 

melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap 

areal tersebut.   

PT AKM belum menyusun pemetaan konflik 

yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 

Hutan Produksi. 
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4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak. 

D SEDANG 

 

PT AKM memiliki Struktur Organisasi  

Kelembagaan Resolusi Konflik, Sumberdaya 

Manusia serta  Job Description, akan tetapi 

terdapat perangkapan jabatan dengan Struktur 

Organisasi Kelola Sosial, dan PT AKM belum 

membuat Anggaran Resolusi Konflik secara 

khusus,  akan tetapi apabila terdapat konflik  PT 

AKM  akan menyelesaikan  konflik tersebut 

sampai selesai. 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

D SEDANG Selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2012 – 

2016) di areal PT AKM  terdapat 1 konflik   

dengan masyarakat  Long Duhung dan konflik  

tersebut telah diselesaikan dengan membuat 

Kesepakatan  pada tanggal 9 Maret 2017 

tersedia Berita Acara Kesepakatan, terdapat 

kronologis penyelesaian konflik kasus tersebut 

namun kurang lengkap. 

Hasil telaahan terhadap dokumen Laporan 

Penananganan Konflik an. PT AKM tahun 2012 

– 2016 yang disampaikan ke KPHP Berau Barat, 

pada laporan  tersebut tidak  ditemukan adanya 

konflik dengan masyarakat sekitar (NIHIL), 

akan tetapi pada dokumen Kronologis  Konflik 

“Sungai Duhung” disebutkan terdapat konflik 

dengan desa Long Duhung dan baru dibuat 

kesepakatan pada tanggal 9 Maret 2017. 

Kesimpulan Indikator 4.4.   18/24 = 75,00% (SEDANG) 

 

5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D SEDANG PT  AKM telah merealisasikan hubungan 

industrial yang dibuktikan dengan adanya 

Peraturan Perusahaan Tahun 2016, yang telah 

disahkan  Kepala  Disnakertrans Kabupaten 

Berau Nomor : KEP. 560/132.3.Kesja  tanggal 

19 Oktober 2016 dengan masa berlaku 2 tahun 

dan SPK dengan karyawan, namun PT AKM 

belum melakukan sosialisasi Peraturan 

Perusahaan kepada karyawannya. 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan 

hasil wawancara dengan karyawan PT AKM   

diperoleh informasi bahwa sebagian 

karyawan mengetahui dan memahami isi dari 

PP.  
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PT AKM baru merelisasikan  sebagian 

hubungan indutrial kepada karyawannya. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

 

D SEDANG 

 

PT AKM telah merealisasikan sebagian 

pengembangan kompetensi karyawannya, pada 

periode 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) PT 

AKM    merencanakan pelatihan GANIS PHPL 

sebanyak 18 orang dan telah terealisasi 

sebanyak 10  orang atau sebesar 55  % dari 

yang direncanakan.  

PT AKM memiliki Rencana dan Realisasi 

Pelatihan karyawan selama 5 tahun terakhir 

(tahun 2012 – 2016) dengan Rata-rata 

pencapaian sebesar 78,4 %. 

Dalam pemenuhan GANIS PHPL PT AKM 

memiliki  4 orang GANIS PHPL dengan rincian   

Canhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang,PKB-R = 2 

orang dan PT AKM tidak memiliiki GANIS PHPL-

BINHUT, berdasarkan Perdirjen P.16 tahun 2015 

PT AKM masih terdapat kekurangan sebanyak 

5 orang Ganis PHPL yaitu Canhut kurang 1 

orang, Binhut kurang 2 orang, Kurpet kurang 1 

dan Nenhut kurang 1 orang).  

Terdapat  Surat Direktur PT AKM No. 013/AKM-

IV/07.17 dan No. 014/AKM-IV/07.17 yang 

ditujukan Kepada Kepala BPHP Wil. XI tanggal 3 

Juli 2017 Perihal Permohonan Penyegaran, 

Perpanjangan Kartu GANISPHPL BINHUT an. PT 

AKM (Supandi dan Teguh Susanto).   

Sesuai Surat Edaran dari Kepala Balai BPHP Wil. 

XI  Nomor : S.420/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 

Juli 2017 perihal Pemenuhan Kebutuhan Ganis 

PHPL yang ditujukan kepada Pimpinan PT AKM 

dan Surat Edaran dari Kepala BPHP Wil. XI  

Nomor : S.444/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 Juli 

2017 perihal Panggilan Peserta Diklat GANIS 

PHPL, dalam SE tersebut terdapat klausul bahwa 

untuk Diklat GANIS PHPL BINHUT akan dijadwal 

ulang karena peserta Diklat masih belum 

memenuhi kuota.  

 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

 

D SEDANG 

 

PT AKM  memiliki beberapa dokumen terkait 

standar jenjang karir yang dituangkan dalam  

beberapa SOP  namun baru sebagian yang 

diimplementasikan. 

Terdapat SK Direksi tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Karyawan PT AKM namun tidak 

dilengkapi dengan mekanisme yang ada dalam 

SOP. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
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Berdasarkan Data Karyawan PT AKM bulan Juli 

2017 dan hasil wawancara dengan karyawan PT 

AKM    diperoleh informasi bahwa sebagian 

besar karyawan   PT AKM ( 65 %) berstatus 

sebagai karyawan bulan kontrak/tidak 

tetap dan kurang sesuai dengan implementasi 

Visi Misi perusahaan dalam pengelolaan hutan 

produksi lestari. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

D SEDANG 

 

PT AKM memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan  tertuang dalam  Pasal 

10 – 17 PP PT AKM Tahun 2016, namun baru 

sebagian  yang telah diimplementasikan, hal-

hal yang belum diimplementasikan antara lain 

di Base Camp 82 tidak dilengkapi Kantor yang 

memadai, tidak terdapat klinik perusahaan dan 

tidak ada pembagian seragam kerja (di PP ada 

klausulnya).   

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil 

wawancara dengan beberapa karyawan PT AKM    

diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT AKM   

telah mengimplementasikan tunjangan 

kesejahteraan karyawan namun baru 

sebagian.   

Kesimpulan Indikator 4.5.   16/24 = 66,67% (SEDANG) 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak 

Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada 

dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M PT. Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen SK. 

IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

Republik Indonesia yang sah untuk areal seluas ± 

42.700 Ha (Empat puluh dua ribu tujuh ratus) Hektar 

di Provinsi Kalimantan Timur.  

Dokumen SK dilengkapi peta areal kerjaskala 1 : 

100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.  

SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution tanggal 12 
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Oktober 1999 

Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti 

akte pendirian, akte perubahan, SIUP, TDP dan NPWP. 

Susunan Pengurus : 

Komisaris Utama : Erwan Soekardja 

Direktur Utama : Djohansyah Ramlie  

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M PT. Aditya Kirana Mandiri telah memenuhi kewajiban 

pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah 

Pembayaran (SPP) yang diterbitkan No. : S. 352/VI-

BIKPHH/2010 tgl 28 April 2010 senilai Rp 

3.736.250.000,00 dan dapat diverifikasi Bukti setor 

yang telah dilakukan via Bank BII pada tanggal 

15/05/2012 senilai Rp 3.586.250.000,00 dan tanggal 

28/09/2010 senilai Rp 150.000,00 dengan total 

pembayaran sejumlah Rp 3.736.250.000,00 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Pada areal IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri tidak 

terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar 

IUPHHK 

PRINSIP 2 :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan 

Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/RTT beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M PT. Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021  

dan Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan sesuai 

dengan SK No SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 

2016 tanggal 31 Agustus 2016. 

Dalam RKUPHHK-HA PT. AKM Revisi tahun 2016 

diketahui Etat Luas maksimum ± 945,00 Ha/Thn dan 

Etat Volume maksimum sebesar ± 16.915,44 M3/tahun. 

Terdapat RKTUPHHK-HA tahun 2015 yang telah 

disahkan sesuai dengan SK Kepala Dishut Provinsi 

Kalimantan Timur No SK.522.110.1/19/Kpts/RKT/DK-

III/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan RKT tahun 2017 

yang telah disetujui oleh Kepala Dishut Provinsi 

Kalimantan Timur seuai dengan SK No 

SK.522.110.1/432/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 15 Mei 

2017 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah 

dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pada RKT 2015 target produksi PT. AKM sebesar 1.273 

Ha dan volume 22.297 M3. Sedangkan pada RKT tahun 

2017 yang disetujui terdiri dari 14 Petak dengan luas 
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1.073,33 Ha dan volume sebesar 15.000 M3 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT. Aditya Kirana Mandiri memiliki peta areal yang tidak 

boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-

HA Tahun 2017yang telah disetujui oleh instansi yang 

berwenang berupa Buffer Zone Hutan Lindung, 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI), sempadan sungai, 

Areal Tegakan Benih, dan Areal PUPdan uji petik 

dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta di 

antaranya pada : 

- Batas Sempadan Sungai Kelay pada koordinat N 010 

  ’  7  ” dan      0  9’  9  ” 

- Batas Sempadan Sungai Duhung pada koordinat N 

010   ’  9  ” dan      0   ’     ” 

- Batas Petak AR 20 RKT 2017 dengan areal Tegakan 

Benih pada koordinat N 010   ’     ” dan      0  9’ 

    ” 

- Batas areal KKI pada koordinat N 010   ’     ” dan 

E 1160   ’     ” 

- Lokasi PUP pada koordinat N 010   ’    9” dan   

1160   ’     ” 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Terdapat blok/petak tebangan pada peta lampiran 

RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas 

KehutananProvinsi Kalimantan Timur untuk PT. AKM 

Tahun 2017 Skala 1 : 100.000 dan posisi blok/petak 

tebangan benar dan terbukti di lapangan sesuai pada 

koordinat sbb. : 

- Batas Blok RKT 2017 Petak AU 24 bergeser sedikit 

karena adanya kesepakatan dengan masyarakat 

kampung  pada koordinat N 010   ’    9” dan      0 

  ’    7” terdapat patok dan plang RKT. 

- Batas Petak AT 23 dan AU 23 RKT 2017 pada 

koordinat N 010   ’  9 9” dan      0   ’     ” 

- Batas Petak AT 23 dan PUP RKT 2017 pada 

koordinat N 010   ’    9” dan      0   ’     ” 

- Persimpangan batas Petak AR 20, AS 20, AS 21 dan 

AR 21 pada koordinat N 010   ’     ” dan      0  9’ 

    ” 

- Batas RKT 2015 dan RKT 2017 areal Tegakan Benih 

pada koordinat N 010   ’     ” dan      0   ’    7” 

Patok Batas dibuat dari bahan Kayu ukuran 10 x 10 cm 

tinggi 1 Meter dan dicat warna putih dengan tulisan 

warna hitam dan pada batas dicat merah strip 2 dan 

strip 3. 
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Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M PT. Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen 

RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021  

dan Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan tahun 

2016 oleh Direktur Jenderal PHPL  atas nama Menteri 

Kehutanan sesuai dengan SK No. SK.4146/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016  

serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam RKUPHHK-HA PT. AKM Revisi tahun 2016 

diketahui Etat Luas maksimum ± 945,00 Ha/Thn dan 

Etat Volume maksimum sebesar ± 16.915,44 

M3/tahun. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A   PT. Aditya Kirana Mandiri merupakan pemegang 

IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK 

Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan 

untuk penanaman Hutan Tanaman Industri 

PRINSIP 3 :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang 

dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

M Terdapat Ganis PHPL PKB-R untuk penerbit LHP PT. 

AKM atas nama Ferry Irawan, SE Reg. 00658-13/PKB-

R/XX/2012. 

PT. AKM telah melakukan penatausahaan kayu secara 

SIPUHH Online dan terdapat sarana dan prasarana 

untuk penatausahaan kayunya . 

Untuk RKT tahun 2017 PT. AKM belum menerbitkan 

LHP dari SIPUHH Online. Saat audit dilakukan PT. AKM 

sedang melakukan pengukuran kayu hasil produksi 

tebangan RKT 2017 untuk dicatat di buku ukur sebagai 

bahan untuk penerbitan LHP. 

Sedangkan produksi RKT tahun 2015 telah diterbitkan 

LHP dengan jumlah produksi sebesar 10.660,59 

dengan rincian sbb. : 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat pada saat 

audit bulan Juli 2017 tidak terdapat stok kayu hasil 

produksi tebangan RKT 2015 dan RKT 2017 belum ada 

penerbitan LHP sehingga tidak dilakukan uji petik 

pengukuran kayu. 

Identitas di batang kayu berupa barcode dapat 

ditemukan di lapangan di TPK Hutan / TPn hasil 

produksi pengukuran RKT 2017. Di samping itu 

terdapat label intern warna putih pada batang kayu 

yang berisi informasi tentang RKT, Nomor Batang, Jenis 

Kayu, Panjang dan Diameter untuk memudahkan 

pencatatan dan dokumentasi kayunya. 

Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M PT. AKM pada RKT 2017 belum melakukan produksi 

pengangkutan kayu dengan menerbitkan dokumen 

SKSHHK baik dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun ke 

Industri Kayu. 

Namun selama periode audit yaitu bulan Juli 2016 – 

Juni 2017 diketahui terdapat pengangkutan kayu dari 

hasil produksi RKT 2015 sbb. : 

1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara : 

 

Btg M3

1 Juli 2016 -            -            -                

2 Agustus 2016 44             535           2,345.69      

3 September 2016 -            -            -                

4 Oktober 2016 22             246           1,126.68      

5 November 2016 13             151           670.84          

6 Desember 2016 2                21             83.50            

7 Januari 2017 -            -            -                

8 Februari 2017 1                8                32.61            

9 Maret 2017 -            -            -                

10 April 2017 -            -            -                

11 Mei 2017 -            -            -                

12 Juni 2017 -            -            -                

Jumlah SKSHHK 82             961           4,259.32      

 Jumlah 

(Set) 
PeriodeNo

Volume

VOLUME

M3

1 002/AKM-LHP-BLOK-KB/12.15/12-12-2015 3,727.56 KB

002/AKM-LHP-TRASE-KB/12.15/12-12-2015 21.99 KB

002/AKM-LHP-BLOK-KBS/12.15/12-12-2015 437.81 KBS

002/AKM-LHP-TRASE-KBS/12.15/12-12-2015 21.72 KBS

Jumlah 4,209.08

2 003/AKM-LHP-BLOK-KB/12.15/31-12-2015 5,739.98 KB

003/AKM-LHP-BLOK-KBS/12.15/31-12-2015 675.09 KBS

003/AKM-LHP-BLOK-KBK/12.15/03-01-2016 2.70 KBK

003/AKM-LHP-TRASE-KBS/12.15/31-12-2015 33.74 KBS

Jumlah 6,451.51

Total 10,660.59

NO PERIODE/Tgl LHP KETERANGAN
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
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2. Dari TPK Antara ke Industri Kayu : 

SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKB Penerbit SKSHHK 

atas nama Supandi, S.Hut Register No 01050-13/PKB-

R/XX/2013 dan H Wahyudin Register No 01343-

13/PKB-R/XX/2013. 

Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu 

bulat  dari pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

M Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT. AKM 

telah dibubuhi label Barode yang dibawa dari hasil 

cruising dan dapat dibaca dengan barcode scanner 

sebagai identitas dari kayu tersebut. 

Di samping itu terdapat pula penomoran bantu 

menggunakan cat pada batang kayu warna biru yang 

dicatat ke dalam buku ukur untuk memudahkan 

pendokumentasian catatan identitas kayunya. 

Di samping itu terdapat label intern warna putih pada 

batang kayu yang berisi informasi tentang RKT, Nomor 

Batang, Jenis Kayu, Panjang dan Diameter untuk 

memudahkan pencatatan dan dokumentasi kayunya. 

Hasil uji petik lacak balak pada dokumen SKSHHK, 

kayu dapat dilacak sampai ke tunggul pada RKT 2015 

dengan sampling sebagai berikut : 

a. Kayu dengan barcode no 1904A04AKMI00000 

00000004393 terdapat pada SKSHHK Industri No 

KB.A.0428219 tanggal 09/05/2016 tujuan PT. SMIP 

dan berasal dari SKSHHK Logging No KB.A.0011138 

tanggal 13/01/2016 dan LHP No 002 tanggal 

12/12/2015 dari Petak AR 18 No Pohon 543 Jenis 

Meranti Merah pada koordinat N 010   ’     ” dan 

E 1160   ’  7 9”. 

b. Kayu dengan barcode no 1904A04AKMI00000 

00000004390 terdapat pada SKSHHK Industri No 

KB.A.15517990 tanggal 23/02/2017 tujuan Eldy 

Effendi dan berasal dari SKSHHK Logging No 

KB.A.0011138 tanggal 13/01/2016 dan LHP No 003 

tanggal 31/12/2015 dari Petak AR 18 No Pohon 206 

Btg M3

1 02 Maret 2017 KB.B.1546034 41       231.28       

2 23 Februari 2017 KB.B.1517990 128     560.59       

3 27 Desember 2016 KB.B.1300666 463     2,003.89    

4 29 Agustus 2016 KB.A.0829620 629     2,951.83    

5 29 Agustus 2016 KB.A.0829562 50       282.93       

Jumlah 1,311 6,030.52    

No Tgl Terbit  No SKSHHK 
Volume
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Jenis Meranti Merah pada koordinat N 010   ’     ” 

dan E 1160   ’    9” 

c. Kayu dengan barcode no 1904A04AKMI00000 

00000004505 terdapat pada SKSHHK Industri No 

KB.A.1300666 tanggal 27/12/2016 tujuan PT. ST 

Co. dan berasal dari SKSHHK Logging No 

KB.A.0313319 tanggal 11/04/2016 dan LHP No 002 

tanggal 12/12/2015 dari Petak AR 18 No Pohon 

1232 Jenis Meranti Merah pada koordinat N 010   ’ 

    ” dan      0   ’     ” 

3.1.3.b. 

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M PT. Aditya Kirana Mandiri telah menerapkan 

penatausahaan kayunya dengan menggunakan sistem 

SIPUHH Online. 

Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT. AKM 

telah dibubuhi label Barode yang dapat dibaca dengan 

barcode scanner sebagai identitas dari kayu tersebut. 

Di samping itu terdapat pula penomoran bantu 

menggunakan cat pada batang kayu yang dicatat ke 

dalam buku ukur untuk memudahkan pendokumen-

tasian catatan identitas kayunya. 

Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kayu pada 

dokumen SKSHHK dapat dilacak balak sampai ke 

tunggul di Petak tebangan dan diterapkan secara 

konsisten oleh PT. AKM. 

Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu 

ke luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

 

M PT. AKM pada RKT 2017 belum melakukan produksi 

pengangkutan kayu dengan menerbitkan dokumen 

SKSHHK baik dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun ke 

Industri. 

Namun selama periode audit yaitu bulan Juli 2016 – 

Juni 2017 diketahui terdapat pengangkutan kayu dari 

hasil produksi RKT 2015 dari TPK Hutan ke TPK Antara 

(SKSHHK/SKSKB) dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) 

sbb. : 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara diterbitkan oleh 

Ganis PKB Penerbit SKSHHK atas nama Supandi, S.Hut 

Register No 01050-13/PKB-R/XX/2013 

Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) 

dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. 

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Pada RKT 2017, PT. AKM belum menerbitkan LHP 

produksi kayunya sehingga tidak terdapat penerbitan 

SI PNBP dan Kode billing SPP PSDH dan DR, namun 

pada RKT 2015 yang lalu PT. AKM telah menerbitkan 

LHP dan terdapat Kode Billing pembayaran SPP PSDH 

DR sebagai berikut : 

 

3.2.1.b. 

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Pada RKT 2017 PT AKM belum melakukan penerbitan 

LHP sehingga tidak terdapat SPP SI PNBP dan kode 

billing pembayaran PSDH DR-nya, namun pada RKT 

2015 atas LHP yang diterbitkan dan SPP yang ada PT. 

AKM telah melakukan pembayaran kewajiban PSDH DR 

sesuai dengan tagihan dan kode billingnya sbb. :  

Btg M3

1 Juli 2016 -            -            -                

2 Agustus 2016 44             535           2,345.69      

3 September 2016 -            -            -                

4 Oktober 2016 22             246           1,126.68      

5 November 2016 13             151           670.84          

6 Desember 2016 2                21             83.50            

7 Januari 2017 -            -            -                

8 Februari 2017 1                8                32.61            

9 Maret 2017 -            -            -                

10 April 2017 -            -            -                

11 Mei 2017 -            -            -                

12 Juni 2017 -            -            -                

Jumlah SKSHHK 82             961           4,259.32      

 Jumlah 

(Set) 
PeriodeNo

Volume

VOLUME

M3 NOMOR TANGGAL PSDH DR

1 3,727.56

21.99

437.81

21.72

4,209.08 318,511,490.00Rp  69,220.06$    

2 5,739.98

675.09

2.70

33.74 060216 06-02-2016 2,463,020.00Rp       539.84$          

6,451.51 488,066,770.00Rp  106,061.75$ 

10,660.59 806,578,260.00Rp  175,281.81$ 

NO
SPP/KODE BILLING

050116 05-01-2016 485,603,750.00Rp  105,521.91$ 

101215 14-12-2015 318,511,490.00Rp  69,220.06$    
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

3.2.1.c. 

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M Penerapan SI PNBP melalui Online sesuai dengan 

volume, jenis dan tariff untuk wilayah Kalimantan 

mengacu kepada : 

1. PP Nomor 12 tahun 2014. 

2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014  

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1.. 

Dokumen PKAPT 

M Terdapat dokumen PKAPT PT. Aditya Kirana Mandiri 

dengan PKAPT Nomor 17.01.1.01650 

Dokumen pengakuan sebagai pedagang kayu antar 

pulau terdaftar sesuai dengan Surat Direktorat 

Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 

17/UPP/PKAPT/04/2016. 

Dokumen PKAPT ditandatangani oleh Robert James 

Bintaryo selaku Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting atas nama Menteri Perdagangan pada 

tanggal 13 April 2016 di Jakarta. 

Dokumen PKAPT PT. Aditya Kirana Mandiri berlaku 

sampai dengan tanggal 13 April 2021 

 

 

 

 

TANGGAL PSDH DR

318,511,490.00Rp  69,220.06$    

16-02-2016 2,463,020.00Rp       539.84$          

488,066,770.00Rp  106,061.75$ 

806,578,260.00Rp  175,281.81$ 

BUKTI SETOR

318,511,490.00Rp  69,220.06$    

03-02-2016 485,603,750.00Rp  105,521.91$ 

21-12-2015
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Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal 

yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. 

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

M Selama Periode Audit terdapat penerbitan dokumen 

SKSHHK ke Industri sebanyak 5 (lima) Set dokumen 

SKSHHK dengan kapal penarik dan tongkang sebanyak 

4 (empat) kapal.  

Setiap kapal yang digunakan adalah kapal berbendera 

Indonesia. 

Kapal yang digunakan untuk menarik kayu sbb. : 

 

Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M Sertifikat VLK PT. AKM pada saat penilaian PHPL telah 

habis masa berlakunya pada bulan Juni 2016, namun 

produk kayu produksi PT. AKM RKT 2015 yang diangkut 

berasal dari RKT 2015 yang masih bersertifikat VLK 

sehingga terdapat label Tanda V-Legal pada barcode 

dengan kode 015.SVLK.010-IDN.06.13-LVLK-010-IDN. 

Penggunaan Tanda V-Legal PT AKM terdapat pula pada 

dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online sesuai 

ketentuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TB Mitra Bahari 02 / TK TL 01 Indonesia

2 TB Putra Mandiri 015 / TK Karang Joang Tiga Indonesia

3 TB Bella I / TK Rimba Raya XXVIII Indonesia

4 TB Super 11 / TK DCB Super 12 Indonesia

No Nama Kapal Bendera



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 59 dari 62 
 

PRINSIP 4 :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 

penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah 

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 

kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M PT. Aditya Kirana Mandiri sesuai dengan Surat Komisi 

Pusat AMDAL No 104/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 4 

Agustus 1999 tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan 

hanya menyusun RKL RPL. 

Terdapat dokumen RKL dan RPL PT AKM yang telah 

mendapat persetujuan Ketua Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan No 

1764/Menhutbun-II/99 tgl 14 Oktober 1999. 

Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL 

yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 

lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M Terdapat dokumen RKL dan RPL PT Aditya Kirana 

Mandiri yang disusun oleh Fakultas Kehutanan IPB dan 

diprakarsai oleh PT Aditya Kirana Mandiri, pada 

September 1999 dan mendapat persetujuan Sekretaris 

Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan, No: 1764/Menhutbun-

II/99 tanggal 14 Oktober 1999. 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M Laporan Pelaksanaan RKL RPL mencantumkan 

pengelolaan dan pemantauan pada : 

1. Kawasan Lindung 

a. Sempadan Sungai 

b. KPPN 

2. Pengelolaan Areal tidak efektif 

3. Pengelolaan Areal efektif  

Di lapangan dijumpai adanya pengelolaan lingkungan 

berupa pembuatan bak erosi, pengamatan flora dan 

fauna, pengamatan curah hujan, pengelolaan kawasan 

lindung, pemasangan plang dan rambu peringatan dll. 
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PRINSIP 5 :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M - Terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure 

(SOP) No. 001/AKM/SOP-K3/01.13 tanggal 2 Januari 

2013 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

- Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang 

bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di 

lingkungan Perusahaan dengan Ketua Ir. H. Yusuf 

Sudarmanto, MM dan Ketua Harian Rudiansyah, 

S.Hut. 

- Terdapat Personil Ahli K3 sesuai SK Menteri 

Tenagakerja RI No KEP.5605/NAKER-

BINWASK3/IX/2016 tanggal 16 September 2016 

tentang Penunjuk-kan Ahli K3 Umum atas nama 

Supandi. 

- Terdapat Struktur Organisasi Pengendalian 

Kebakaran PT. AKM 

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M - Terdapat daftar peralatan K3 yang dibuat oleh 

Manager Camp PT AKM Rudiansyah S.Hut seperti 

APAR, APD, Kotak P3K, dll. 

- Terdapat daftar peralatan pemadaman kebakaran 

hutan. 

- Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya 

peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan 

APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base 

Camp Km 82 PT AKM dan peralatan tersebut masih 

berfungsi dengan baik. 

5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M - Terdapat laporan P2K3 yang disusun oleh Ketua 

Harian P2K3 PT. AKM Rudiansyah S.Hut secara 

periodic setiap semester yaitu semester II tahun 2016 

dan Semester I tahun 2017 

- Laporan P2K3 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau  

- Tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode 

verifikasi pada PT AKM 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

M Terdapat peraturan perusahaan tentang Syarat-syarat 

dan Tata Tertib Kerja Karyawan Perusahaan, khususnya 

Pasal    disebutkan bahwa “dalam rangka meningkat-

kan hubungan industrial yang harmonis antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha, karyawan/buruh 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dapat membentuk serikat pekerja/buruh di dalam 

lingkup perusahaan” 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 

Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Peraturan Perusahaan 

tentang Syarat-syarat dan Tata Tertib Kerja Karyawan 

Perusahaan, yang ditetapkan di Tanjung Redeb tanggal 

1 September 2016 dan ditandatangani oleh Ir. H. Yusuf 

Sudarmanto, MM. selaku Direktur PT AKM. 

Terdapat SK Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. 

AKM dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Berau No. KEP.560/132.3.Kesja tanggal 19 

Oktober 2016 tentang Pengesahan Peraturan 

Perusahaan PT. AKM 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M - Dari daftar karyawan PT AKM sebanyak 46 orang 

tidak ditemui adanya karyawan/ pekerja  yang 

masih di bawah umur. 

- Pekerja termuda atas nama Saprianus Markus yang 

bekerja sebagai Hookman pada Departemen 

Forestry yang lahir pada tanggal 27 April 1998 yang 

saat masuk bekerja di PT AKM pada tanggal 15 Juli 

2017 saat yang bersangkutan berusia 19 tahun 3 

Bulan. 

- Berdasarkan peraturan perusahaan tentang Syarat-

syarat dan Tata Tertib Kerja Karyawan Perusahaan, 

Pasal   ayat   disebutkan bahwa “Calon karyawan 

harus berusia setidaknya 18 tahun atau sudah 

menikah”  
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F. NIIAIAKHIR HASIL PENIISIAN KINERJA PHPL

J{Oi ', trndi
',X!!d,t$ ',

1'..,'ffiffifitill,: ' Iliclilfiiubr: :

1. Indikator 1.1 100 o/o BAIK 3 3

2. Indikator 1.2 78 o/o SEDANG 2 3

3. Indikator 1.3 60 o/a SEDANG 2 3

4. Indikator 1.4 75 o/o SEDANG 2 3

5. Indikator 1.5 81 Vo BAIK 3 3

6. Indikator 2.1 78 o/o SEDANG 2 3

7. Indikator 2.2 67 o/o SEDANG 2 3

L Indikabr 2.3 81 Yo BAIK 3 3

9. Indikator 2.4 90 o/o BAIK 3 3

10. Indikator 2,5 67 o/o SEDANG 2 3

11. Indikator 2.6 62 o/o SEDANG 2 3

L2, Indikator 3.1 74 o/o SEDANG 2 3

13. Indilotor 3.2 67 o/o SEDANG 2 3

L4, Indikator 3.3 67 o/o SEDANG 2 3

15. Indikator 3.4 83 o/o BAIK 3 3

16. Inclilotor 3.5 67 o/o SEDANG 2 3

L7. Indikator 3.6 67 o/o SEDANG 2 3

18. Indikator 4.1 8g Yo BAIK 3 3

19. Indikator 4.2 73 o/o SEDANG 2 3

2A. Indikator 4.3 74 o/o SEDANG 2 3

2L. Indikator 4.4 75 o/o SEDANG 2 3

22. Indikator 4.5 67 o/o SEDANG 2 3

JUMIAH 50 56

NilaiKinerja PHPL
75,75o/o

(SEDANG)

o Samarinda, 1 5 Agustus 2017
LPPyrlT Trustindo Prima Karya
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